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INTISARI 

Penelitian ini tentang  “Impelentasi Prinsip Demokrasi Dalam Pengembangan 

UMKM” di Kalurahan Sriharjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana 

prinsip demokrasi seperti partisipasi, trasparansi dan keadilan dapat diterapkan dalam 

konteks pengembangan UMKM untuk meningkatkan evektifitas dan keberlanjutan usaha. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi prinsip demokrasi dalam konteks 

pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo, yang berkaitan dengan prinsip partisipasi dan 

trasparansi sudah diterapkan dengan baik terlihat keterlibatan dari berbagai pihak, baik itu 

pelaku UMKM, pemerintah kalurahan dan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan 

dalam menjawab persoalan UMKM. Namun dalam distribusi keadilan masih banyak yang 

harus diperhatikan. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan 

pengembangan UMKM agar lebih inklusif dan resposif terhadap kebutuhan UMKM 

Kata Kunci. Asas demokrasi, keadilna, partisipasi, pengembangan UMKM,  trasnparansi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di singkat UMKM, merujuk pada 

kategori dengan kekayaan bersih maksimal sebesar Rp 200.000.000, tidak 

termasuk nilai tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha.  

Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam 

perekonomian Indonesia. Masa depan pembangunan ekonomi negara ini 

sangat bergantung pada kemampuan UMKM untuk berkembang secara 

mandiri. Secara umum, tujuan utama adalah menciptakan UMKM yang 

tangguh dan mandiri, memiliki daya saing yang tinggi, serta berkontribusi 

secara signifikan dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan 

baku, dan permodalan guna menghadapi persaingan global. 

 Pada prinsipnya UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri 

sendiri, dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor 

ekonomi. Dalam proses pelaksanaannya UMKM menghadapi berbagai 

kendala yang perlu diatasi, seperti kekurangan modal baik dari segi jumlah 

maupun sumber, keterbatasan dalam manajerial dan keterampilan 

operasional, serta terbatasnya pemasaran. Tantangan ini merupakan masalah 

mendasar yang sering dijumpai saat UMKM memulai dan mengembangkan 

usaha. Selain itu, persaingan bisnis yang tidak sehat dan tekanan ekonomi 
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yang menyebabkan ruang lingkup usaha semakin sempit juga menjadi faktor 

tambahan yang perlu diatasi, terutama oleh pemerintah sebagai pihak yang 

berkepentingan.  

 Endang purwanti 2012, menemukan bahwa karakteristik wira usaha 

serta modal usaha, baik secara individu maupun kolekstif, memilki pengaruh 

signifikan terhadap perkembangan UMKM. Sebaliknya strategi pemasaran 

yang diterapkan secara individu tidak menunjukan pengaruh yang signifikan 

terhadap kemajuan usaha. Namun, jika strategi pemasaran di terapkan secara 

kolektif, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan 

usaha. 

 Persoalan yang dihadapi UMKM di atas, dibutuhkan peran aktif 

Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dapat menerapkan suatu kebijakan 

strategis yang konstruktif, sehingga semua UMKM dapat survive di pasar. 

Salah satu strategi yang perlu dikembangan Pemerintah Desa, dengan 

menerapkan penataan pemerintahan yang demokratis, khususnya kebijakan 

pengembangan UMKM. 

 Dalam berbagai kajian teoritis, penerapan tata kelola yang demokratis 

mendorong institusi untuk menciptakan kondisi yang memungkinan 

partisipasi masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi 

pembangunan komunitas dan peningkatan daya saing dalam pengembangan 

ekonomi daerah. 

 Pada konteks pengembangan UMKM, Democratic governance 

memungkinkan, terciptanya ruang dialogis antara Pemerintah Desa dengan 
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pelaku  usaha, dan sesama pelaku usaha UMKM. Ruang dialogis ini akan 

dimanfaatkan, untuk membicarakan berbagai tahapan perencanaan 

pengembangan UMKM, yang akan menghasilkan suatu kebijakan 

pengembangan UMKM tanpa diskriminasi. Di dalam Democratic governance 

akan melahirkan kebijakan pengembangan UMKM yang demokratis, 

sehingga semua pelaku UMKM mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal 

pemasaran produk, bantuan modal dan transfer pengetahuan. Hal ini juga 

akan meminimalisir kompetisi tidak sehat antara sesama pelaku UMKM. 

 Kebijakan pengembangan UMKM yang demokrastis diperlukan, sebab 

tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku UMKM walaupun mereka tidak 

menyadari, pada umumnya sistem ekonomi yang dijalankan menggunakan 

paradigma ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal mengandalkan prinsip 

bahwa semua keputusan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pasar, 

dimana hukum penawaran dan permintaan berlaku. Para pelaku ekonomi di 

berikan kebebasan penuh untuk bersaing dan merancang strategi guna 

memenangkan persaingan dalam produksi dan pemasran produk mereka. 

Peran negara atau pemerintah terbatas pada fungsi sebagai pelindung dan 

fasilitator, serta sebagai penengah untuk memmastikan kelancaran dan 

efektifitas kegiatan ekonomi. Pemerintahan dilarang untuk menetapkan 

regulasi yang dapat menghambat aktifitas pasar atau ekonomi, baik individu 

ataupun swasta. Individu dan entitas swasta diizinkan untuk melakukan 

aktivitas ekonomi dengan optiml guna memaksimalkan keuntungan. 
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 Oleh sebab itu, untuk menepis logika ekonomi liberal masuk dalam 

aktifitas UMKM yang sarat dengan kompetisi yang tidak sehat, Pemerintah 

Desa harus campur tangan, pada aspek kebijakan pengembangan UMKM, 

karena pada prinsipnya Pemerintah Desa memiliki tugas pokok 

mengadministrasikan keadilan sosial bagi semua warga desa. Tugas pokok ini 

hanya bisa direalisasikan apabila pemerintahan dan segala kebijakannya 

dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. 

 Penerapan prisip ini sangat penting, karena diamanatkan dalam 

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 3 Poin H. 

bahwa pengaturan desa dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Keberadaan 

UMKM di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul tidak 

lepas dari tantangan-tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Serangan 

pandemi covid-19 semakin memperparah sektor UMKM. Pemerintah 

Desa (Pemdes)/Kalurahan Sriharjo membuat pasar digital sebagai 

langka strategis membantu UMKM yang kesulitan bertahan di pasar.  

 Platform yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa, menjadi 

penting di telah dari asas demokrasi. Hal ini dimaksudkan agar 

menemukan suatu pemahaman komprehensif, apakah pengembangan 

UMKM yang telah diupayakan oleh pemerintah desa, sudah memasukan 

pinsip demokrasi pada semua tahapan, mulai dari perencanaan program, 

implementasi sampai dengan evaluasi program. Dengan mengedepankan 

prinsip demokrasi dalam pembuatan platform, maka masyarakat akan 

terberdayakan secara keseluruhan pada setiap tahapan perencanaan.   

https://www.suara.com/tag/pemerintah-desa
https://www.suara.com/tag/pemerintah-desa
https://www.suara.com/tag/pasar-digital
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 Menurut Edi Suharto 2017. Pemberdayaan, sebagai sebuah proses, 

melibatkan lima dimensi utama yaitu Permungkinan, penguatan, 

perlindungan, penyokongan dan Pemerliharaan. Pada tahap permungkinan, 

agen pemberdayaan termasuk pemerintah, organisasi dan masyarakat itu 

sendiri berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung perkembanan 

potensi masyarakat secara optimal dan menghilangkan batasan struktural 

serta kultural yang menghambat. 

 Tahap kedua adalah pada dimensi penguatan, agen pemberdayaan 

berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam 

menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka juga 

berupaya uantuk mengembangkan kemampuan serta kepercayaan diri 

masyaraat guna mendukung kemandirian mereka. 

 Tahap ketiga dari strategi pemberdayaan, salah satu dari strategi dalam 

pemberdayaan, yang berarti bahwa pemberdayaan harus difokuskan pada 

penghapusan berbagai bentuk diskriminasi yang merugikan masyarakat kecil. 

Penyokongan merupakan tahap keempat dari strategi pemberdayaan, di mana 

tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat agar tidak jatuh 

kedalam kondisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Sementara itu, 

pemeliharaan adalah tahap terahir dari strategi pemberdayaan, yang bertujuan 

untuk memastikan adanya keselarasan dan keseimbangan sehingga individu 

memiliki kesempatan untuk berusaha. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada  

“Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam pengembangan UMKM di 
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kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul”.  Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 

2019 pasal 1 ayat 7 dan 9 tentang pedoman kelembagaan Urusan 

Keistimewaan pada pemerintahan Kabupaten/kota dan kalurahan. Pemerintah 

mengubah nomenklatur Desa Menjadi Kalurahan dan Kecamatan menjadi 

Kapanewon/kemantren sebagai mana diatur dalam Peraturan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penlitian ini Bagaimana Kalurahan 

mengimplentasikan Prinsip demokrasi dalam pengembangan UMKM di 

Kalurahan Sriharjo? 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip demokrasi  seperti 

partisipasi, trasparansi dan keadilan, dalam pengembangan Usaha Mikro, kecil 

dan Menengah (UMKM). Peneliti berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini sangat 

penting untuk dijadikan fokus penelitian dan dapat di uraikan sebagai berikut. 

1. Partisipasi pemerintah Kalurahan dan pelaku UMKM dalam proses 

pengembangan UMKM. 

2. Transparansi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM 

3. Keadilan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan prinsip-

prinsip demokrasi dalam pengembangan UMKM, dengan fokus pada tiga 

prinsip dasar demokrasi : partisipasi Pemerintah Kalurahan dan pelaku 
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UMKM dalam proses pengembangan UMKM, transparansi Pemerintah 

Kalurahan dalam pengembangan UMKM, serta keadilan Pemerintah 

Kalurahan dalam pengembangan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang 

berharga bagi para akademisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan  

dan penelitian selanjutnya, sehingga dapat berkontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan.  

2. Manfaat Praksis  

Sebagai bahan evaluasi kalurahan dan dapat memberikan informasi 

bagi masyarakat Kalurahan Sriharjo pada umumnya terlebih khusus para 

pelaku UMKM di Kalurahan Sriharjo, Kabupaten Bantul, Propinsi 

Yogyakarta. 

F. Literatur Review 

Penelitian tentang Pengembangan UMKM pernah dilakukan oleh Asri 

Setiyani, Tri Yulianti, Dida Rahmadanik (2022) tentang “Pengembangan UMKM 

di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian tersebut menggunakan  

metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 

observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 255 UMKM 

di Desa Pekarungan, Kabupaten Sidoarjo dengan mengkolaborasikan antara 

pemerintah dan para pelaku UMKM. Adanya peran pemerintah desa dalam 

meningkatkan peran koperasi simpan pinjam yang di miliki Bumdes dalam 
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kemudahan akses permodalan. Namun masih terkendala transparansi, tata kelola 

dan lemahnya pembinaan. Selain itu, dalam pengembangan UMKM pemerintah 

Desa Pekarungan masih belum memiliki program terkait dengan permasalahan 

yang dihadapi UKMM tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Zalika (2018) berjudul 

“Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa” 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

prinsip demokrasi Desa diterapkan dan dikembangkan dengan asas rekognisi dan 

subsidiaritas yang berlandaskan pada kehidupan sera budaya masyarakat Desa. Ini 

mengindikasikan bahwa praktik demokrasi Desa tidak hanya bersift prosedural, 

tetapi juga beroriantasi pada kemajuan masyarakat desa, sehingga demokrasi desa 

menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Widayani Wahyuningtyas, dkk. 

(2023) berjudul “Motivasi dan Komunikasi dalam Pengembangan UMKM di 

Desa Jatisura” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masyarakat Desa Jatisura yang menunjukan motivasi dan komunikasi yang 

baik cenderung mampu mengembangkan UMKM. Sebaliknya masyarakat yang 

kurang memeiliki motifasi dan komunikasi mengalami kesulitan dalam 

pengembangan UMKM. Oleh karena itu penelitian ini menekankan bahwa 

motivasi dan komunikasi merupakan faktor penting dalam pengembangan 

UMKM. 
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Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh Maya Yusnita dan Dian 

Prihardini Wibawa (2020) berjudul “Menakar Peran Pemerintah dan Akademisi 

Terhadap Pengembangan UMKM “ menggunakan metode desktiptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam 

mendukung pengembangan UMKM sudah sangat efektif. Dampak positif dari 

peran pemerintah tersebut terlihat dalam bentuk pembinaan dan koordinasi dengan 

pelaku UMKM. 

Totok Tumangkar (2017) dalam penelitannya yang berjudul “Economic 

Democracy on Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) Regulation in 

Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi 

memberikan kesempatan pemerintah untuk campur tangan dalam bidang ekonomi 

terutama dalam menciptakan pemerataan dan melindungi usaha kecil dari praktik 

persaingan usaha yang tidak sehat. 

Penelitian yang dilakukan Riyanti Idayu, Mohamad Husni dan Suhandi, 

“Strategi Pengembangan (UMKM) untuk menigkakan Perekonomian masyarakat 

Desa” penelitian di lakukan di Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, 

Kabupaten pandeglang Banten. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan 

mengidentifikasi masalah yang di hadapi dan menyususun strategi dalam 

pengembangan UMKM, menggunakan metode penelitian kualitatif melalui proses 

wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian di analisis menggunakan 

analisis matrix SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan 

pada setiap pelaku UMKM seperti permodalan, produksi, pemasaran, sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, sosial dan ekonomi. 
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Sedangkan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah 

strategi SO ( growth ) yang memanfaatkan kekuatan yang ada untuk 

meningkatkan keunggulan kompetitifnya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa penelitian ini 

akan meneliti tentang Penerapan Prinsip demokrasi Dalam pengembangan 

UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas terletak 

pada objek penelitian. Objek penelitian ini berada di, Kalurahan Sriharjo, 

Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY.  

G. Kerangka Konsep 

1. Asas Demokrasi  

Secara etimologi Demokrasi berasal dari kata “demos” (rakyat) dan 

“cratein” (Memerintah). Ada beberapa pandangan mengenai demokrasi itu 

sendiri, namun pada prinsipnya dapat dipahami sebagai paham yang menghendaki 

keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah dalam kehidupan 

bernegara dengan kata lain pemerintahan rakyat, di mana pemerintah tersebut dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga merupakan proses pencarian 

mekanisme yang paling tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

demokarasi tidak hanya berkembang dalam pengertiannya tetapi juga dalam 

implementasinya.  

Gagasan demokrasi mengemukakan bahwa pemerintahan harus dilaksanakan 

sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam konteks ini, kedaulatan sebegai bentuk 

kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Kekuatan tertinggi yang dimiliki 

oleh rakyat dapat meliputu aspek politik maupun ekonomi. 
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Konsep demokrasi apabila diterapkan dalam pengembangan UMKM itu 

murujuk pada sistem demokrasi ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi adalah 

sebuah konsep yang di perkenalkan oleh para pendiri Negara Indonesia untuk 

merumuskan bentuk perekonomian yang sesuai dengan karakteristik bangsa 

indonesia. Moh. Hatta,  merumuskan demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 33 (1) UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam artian bahwa 

sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta 

atas asas yang individualistik. 

Untuk mencapai tujuan pada prinsip asas demokrasi dalam pengembangan 

ekonomi sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berasaskan 

kekeluargaan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki peran penting 

dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan pasal 33 ayat (2) UUD1945 adalah 

“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 

orang banyak di kuasai oleh negara. 

Gagasan demokrasi ekonomi di Indonesia telah diatur dalam pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945, yang menjadi satu-satunya pasal yang secara eksplisit menyebutkan 

sistem dan merupakan dasar perekonomian nasional. Demokrasi ekonomi 

menekankan pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya 

individu dengan memposisikan kesejahteraan masyarakat dan kedudukan rakyat 

seabgai pusat dari doktrin tersebut. (Asnarita Siregar, 2020). 

Selanjutnya (Jimy Asshidiqqie, 1994). demokrasi ekonomi bertujuan untuk 

kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, di mana rakyat mempunyai hak 
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untuk mempunyai peluang ekonomi yang sama dan terlibat langsung dalam proses 

produksi, pemasaran, sampai dengan penerimaan hasil 

Pada prinsipnya demokrasi ekonomi harus menganut partisipasi masyarakat 

untuk menghindari ketimpangan akses ekonomi. Seluruh  masyarakat harus 

terlibat dalam proses produksi dan masyarakat turut menikmati hasil produksi 

nasional. Dalam pengembangan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan hanya di 

nikmati sebagai kelompok masyarakat atau individu. 

Berkaitan dengan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam UU 

Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 3 Poin H. Bahwa pengaturan desa 

dijalankan berdasarkan asas demokrasi untuk tercapainya  masyarakat yang adil 

dan makmur. Asas  demokrasi merupakan salah satu asas dasar dalam 

menjalankan roda pemerintahan  demi pemerintahan yang demokratis. Demokrasi 

ekonomi juga merupakan  asas pelaksanaan  dalam  menjalankan  pemerintahan . 

Konsep demokrasi ekonomi masih menjadi hal yang perlu diperhatikan 

pemerintah kalurahan guna mengembangkan potensi UMKM. Ekonomi liberal 

yang sering kali dihubungkan dengan istilah kapitalisme pasar bebas, dapat 

menimbulkan tantangan bagi pelaku UMKM, terutama yang baru memulai usaha 

dan yang berukuran kecil, ketika diterapkan dalam konteks demokrasi. Dalam 

sistem ekonomi pasar bebas kelompok minoritas yang kuat secara ekonomi 

seringkali memperoleh keuntungan signifkan. Oleh karena itu, dinamika 

perekonomian perlu diatur melalui kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam 

hukum dengan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 
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2. Implementasi  

Secara umum implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. 

Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijaksanaan yang di tetapkan 

oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.   

(Pramono, 2022). Dalam hal ini, jika dihubungkan implementasi demokrasi 

mengacu pada  pelaksanaan prinsip- prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-

hari dan sistem pemerintahan. Tujuan dari implementasi demokrasi adalah untuk 

memastikan bahwa kekuasaaan dikelola secara adil memperkuat partisipasi 

masyarakat dalam proses politik dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif 

dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. 

Pramono (2022) Ketika prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam suatu 

kegiatan ekonomi, ada beberapa aspek kunci muncul. Petama partisipasi dan 

keterlibatan, pengambilan keputusan ekonomi yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta dan pemerintah 

untuk menciptakan kebijakan yang seimbang dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Dalam sistem yang demokratis masyarakat memiliki hak untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang mempengaruhi 

mereka, seperti dalam hal kebijakan, peraturan dan pengelolaan sumber daya.  

Kedua trasnparansi dan akuntabilitas, kegiatan ekonomi harus dijalankan 

dengan trasparansi yang tinggi, di mana informasi terkait kebijakan ekonomi dan 

keputusan investasi tersedia untuk umum. Selain itu keputusan ekonomi harus 

akuntabel terhadap masyarakat. Ketiga keadilan ekonomi, implementasi 

demokrasi dalam ekonomi bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan dan 
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sumber daya secara adil, mengurangi ketimpangan, dan memberikan kesempatan 

yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi. 

Tujuan dari penerapaan prinsip demokrasi dalam kegiatan ekonomi adalah 

untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif dan partisipatif 

dimana semua individu memiliki suara dan kesempatan untuk memperoleh 

manfaat. Sabgaimana diatur dalam UUD RI 1945 pasal 33 ayat ( 1 dan 2 ) yang 

mendukung implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kegiatan ekonomi di 

Indonesia dengan menekankan pentingnya partisipasi publik, trasparansi, 

akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan ekonomi. 

3. Usaha Mikro Kecil dan Menegah 

a. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di (UMKM) adalah sebuah istilah yang 

merujuk pada jenis usaha kecil dengan kekayaan bersih maksimal RP 

200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Mikro 

Kecil dan menengah memainkan peran sentral dalam kegiatan ekonomi 

indonesia dan keberhasilan pembangunan di masa depan sangat bergantung 

pada kemampuan UMKM untuk berkembang secara mandiri. Secara umum, 

tujuan utama adalah menciptakan UMKM yang tangguh dan mandiri, memiliki 

daya saing yang tinggi, serta berperan penting dalam produksi distribusi 

kebutuhan pokok, bahan baku dan permodalan untuk menghadapi persaingan 

pasar bebas. 

Pada dasarnya UMKM merupakan unit usaha produktif yang beroperasi 

secara mandiri dan di kelola oleh individu atau entitas usaha di berbagai sektor 
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ekonomi. Dalam proses pelaksanaannya UMKM menghadapi berbagai kendala 

yang perlu diatasi, termasuk permodalan, baik dari segi jumlah maupun 

sumbernya, keterbatasan kemampuan manajerial, serta minimnya keterampilan 

dalam pengeloalan dan pemasaran. Masalah-masalah ini menjadi tantangan 

mendasar yang di hadapi UMKM dalam mengembangkan usaha. Selain itu, 

persaingan bisnis yang tidk sehat dan tekanan ekonomi dapat mempersempit 

ruang lingkup usaha, yang memerlukan perhatian khusus dan solusi dari semua 

pihak, terutama pemerintah sebagai pemangku kepentingan. 

Menurut (Yani Restiani Widjaja, 2018) bahwa UMKM merupakan unit 

usaha produktif yang beropersari secara mandiri dikelola oleh individu atau 

badan usaha di semua sektor ekonomi. Secara umum, perbedaan antara Usaha 

Mikro (Umi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar 

(UB) didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan) 

omzet tahunan rata-rata atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM 

berdasarkan ketiga ukuran tersebut barvariasi di setiap negara. 

Adapun definisi atau konsep dari UMKM Nasional menurut Dewi et al., 

(2019) adalah sebagai berikut : Usaha Mikro adalah unit usaha produktif yang 

dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhu kriteria 

usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha yang tidak merupakan anak usaha 

perusahan atau cabang dari perusahan yang dimiliki, dikuasai atau terhubung 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau 

besar. Sementara itu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dikelola oleh individu, badan usaha, atau cabang 
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perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau merupakan bagian dari usaha 

menengah atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sesuai dengan ketentuan yang  di atur dalam undang-undang (Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008) 

Tabel 1.1 

Kriteria UMKM berdasarkan UU No 20 tahun 2008 

Ukuran Usaha Asset Omset 

Usaha Mikro minimal 50 juta maksimal 300 juta 

Usaha Kecil > 50 Juta – 500 juta maksimal 3 miliar 

Usaha Menengah > 500 Juta – 10 miliar > 2,5 – 50 miliar 

     Sumber: Undang-Undang No.20 tahun 2008 

b. Undang – Undang Yang Mengatur UMKM 

UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri, UU 20 tahun 2008 tentang 

UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 

pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM diundangkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan 

atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4866, oleh Menkumham Andi Matalatta pada 

tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah ( UU UMKM ) diberlakukan pada tahun 2008, pada masa di mana 

terjadi disrupsi signifikan di berbagai sektor serta krisis ekonomi global. Saat 
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ini, UMKM telah memasuki era persaingan yang ketat dan menghadapi 

berbagai tantangan disrupsi. Banyak usaha mengalami kegagalan namun terus 

beradaptasi dengan beralih ke jenis usaha atau model yang berbeda, 

mengadopsi pendekatan yang lebih moderen dan terdigitalisasi, serta dikenal 

dengan istilah usaha rintisan ( startup ). Dalam konteks ini tidak hanya modal 

finansial yang diperlukan, tetapi juga keterampilan dan ide-ide inovarif yang 

berkompetisi dalam ranah usaha saat ini. Trasformasi UMKM sangat jelas 

terlihat jika dibandngkan dengan masa lalu, meskipun beberapa praktik lama 

masih ada. Generasi muda kini memandang UMKM dengan prespektif yang 

berbeda. Meskipun demikian UMKM tetap menjadi komponen utama dalam 

perekonomian nasional dan terbukti mampu menopang tantangan ekonomi 

yang ada. 

Undang-Undang ini dirancang untuk memperkuat dan memberdayakan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ). Secara keseluruhan, struktur 

dan isi Undang-Undang ini mencakup, Ketentuan umu, asas, prinsip, dan 

tujuan pemberdayaan, kriteria, pengembangan iklim usaha, pembiayaan dan 

penjaminan, kemitraan serta koordinasi pemberdayaan. Selain itu Undang-

Undang ini juga menerapkan sanksi admiistratif dan ketentuan pidana. 

Bagi Desa, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan, 

perlindungan, dan dukungan kepada BUM Desa, koperasi, dan UMKM dalam 

pelaksanaan usaha mereka. Selain itu, Undang-Undang ini juga mempermudah 

aliran investasi ke desa melalui kerjasama dengan BUM Desa, Koperasi dan 

UMKM.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentag Cipta Kerja 
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memfasilitasi pendirian perseroan terbatas (PT) bagi BUM Desa serta usaha 

Mikro dan Kecil (UMK) di desa dengan menyerderhanakan prosedur, termasuk 

memungkinkan pembentukan perseroan terbatas perorangan. Undang-undang 

ini juga memberikan keringanan biaya pendirian badan hukum untuk UMK. 

Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan pendirian koperasi primer 

dengan anggota minimal sembilan orang ( sebelumnya minimal 20 orang ) dan 

memungkinkan koperasi untuk menerapkan prinsip usaha syariah. Pendirian 

UMKM kini dapat dilakukan melalui pendaftaran daring, menggantikan proses 

perizinan yang kompleks. UMKM mendapatkan insentif berupa pembebasan 

atau keringanan biaya pendaftaran usaha. Selain itu, sertifikasi halal untuk 

UMK ayng bergerak di sektor makanan dan minuman kini tidak dikenakan 

biaya.   

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono 2016).  

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan yang sistematis dan ilmiah 

untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk mencapai hasil atau 

pengetahuan tertentu yang bermanfaat untuk keperluan penelitian. 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis yang di terapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yang menekankan pada kualitas analisis dari pada data 
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statistik. Penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan di terapkan 

pada objek penelitian yang alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu kombinasi 

berbagai metode. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif dengan hasil 

penelitian yang lebih berfokus pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono 

2016). 

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

fokus pada analisis mendalam dan pemahaman kualitas data, bukan statistik. 

Hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makse data ketimbang 

membuat generalisali yang luas. 

2. Unit Analisis  

a. Lokasi penelitian 

Lokasi yang diambil oleh peneliti adalah Kalurahan Sriharjo, 

Kapanewon Imogiri,  Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah implementasi prinsip demokrasi dalam 

pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, 

Kabupaten Bantul. 

c. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan, Badan 

permusyawaratan kalurahan dan  pelaku UMKM, peneliti memilih subyek 

penelitian tersebut karena subyek memiliki peran penting dalam 

pengembangan UMKM di kalurahan tersebut. 
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Tabel 1.2 

Data Informan 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Pekerjaan  

1 Titik Istiyawatun 

Khasanah, S,I.P 

Perempuan Sarjana Lurah Sriharjo 

2 Gotro Raharjo, S.Si Laki-laki Sarjana Ulu-ulu/seksi 

Kemakmuran 

3 Kuswoyo Laki-laki  Carik/sekertaris 

4 Tutik Nuryati Perempuan SLTA BamusKal 

5 Parjiyanti Perempuan SMP Pelaku UMKM 

6 Susanto Laki-laki SMP Pelaku UMKM 

7 Gotro Raharjo, S. 

S,i 

Laki-laki S1 Ulu-ulu 

8 Damsikin Laki-laki SMA Pelaku UMKM 

9 Siti Perempuan SMA Pelaku UMKM 

10 Ratna Listiyani Perempan S1 Dinas koperasi dan 

UKM DIY 

 Sumber, data informan lapangan 

3. Jenis Data 

Penelitian ini melibatkan dua jenis data yang di kumpulkan dan 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang peneliti peroleh secara langsung 

dari subjek dan objek penelitian baik perorangan, kelompok, organisasi 
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ataupun instasi terkait. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer 

adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan atau 

responden dalam penelitian (Sugiyono 2019). 

b. Data Sekunder  

Data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber pihak ke tiga, 

adalah informasi yang tidak dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. 

Biasanya, data sekunder berupa dokumentasi atau laporan yang sudah ada 

sebelumnya. (Sugiyono 2019). Dalam penelitian ini, data sekunder akan di 

peroleh melalui penelusuran sumber referensi yang relevan. Baik laporan 

kegiatan ataupun program Kalurahan, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen 

terkait yang berubungan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara Mendalam (indepth interview) 

Menurut Esterberg sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2016), 

wawancara adalah “a meeting of two persons to exchange information and 

idea through question and responses, resulting in communication of 

meeting about a particular topic”. Kalimat tersebut menggambarkan suatu 

pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

pertanyaan dan jawaban, yang menghasilkan komunikasi tentang topik 

tertentu. 

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode untuk 

megumpulkan data sebanyak mungkin tentang penerapan prinsip-prinsip 

dalam pengembangan UMKM. Wawancara dilaksanakan dengan berbagai 

pihak yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dan fokus 
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penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Tujuan dari wawancara ini, 

untuk mendaptkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip 

demokrasi di implementasikan dalam konteks pengembangan UMKM. 

Teknik wawancara di gunakan sebagai metode untuk mengumpulkan 

data secara langsung dari informan yang berhubungan dengan 

implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam pengembangan UMKM di 

Kalurahan Sriharjo. 

b. Observasi  

Observasi merupakan proses pengamatan, perhatian, atau 

pemantauan. Metode pengumpulan data melalui observasi berarti 

mengumpulkan informasi dengan cara mengamati subjek atau objek 

penelitian secara cermat, teliti dan sistematis. (Sugiyono 2016). Observasi 

atau pengamatan adalah metode penghimpunan data dikumpulkan melalui 

pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian dengan tujuan 

tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

pengamatan dan indra. Dalam proses ini, peneliti berperan sebagai 

pengamat yang juga terlibat secara langsung ( sebagai pemeran dan 

pengamat. Namun, dalam peran sebagai pengamat, peneliti tidak 

sepenuhnya berfungsi sebagau pemeran, ia lebih berfokus pada 

pengamatan. Peran ini memungkinkan peneliti untuk membatasi interaksi 

dengan subjek, terutama dalam hal informasi yang bersifat rahasia. 

Observasi menunjukan bahwa jumlah UMKM di Kalurahan 

Sriharjo sangat signifikan, mencerminkan potensi ekonomi yang sangat 
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besar. Berdasarkan pengamatan, terdapat forum pelatihan yang 

selenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan bekerja sama dengan Dinas 

Koperasi dan UKM Yogyakarta melalui program Desa preneur pada 

tanggal 16-18 juli 2024, pelatihan ini diikuti oleh tiga puluh pelaku 

UMKM, sebagian besar di antaranya adalah perempuan, selain itu,  

Pemerintah kalurahan juga telah membangun sebuah gedung yang 

berfungsi sebagai tempat pemasaran dan pameran produk UMKM. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data di lakukan dengan 

mengumpulkan atau menyalin informasi dari catatan-catatan, laporan-

laporan, arsip, foto,yang sudah ada, kemudian mengolahnya untuk 

keperluan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mencari laporan-laporan,  

ataupun foto-foto yang ada di Desa Sriharjo guna mendukung data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini 

mencakup :  

1) Dokumen data base UMKM Desa Sriharjo   

2) Profil Kalurahan Sriharjo  

3) Dokumentasi Kegiatan UMKM 

4) Foto selama penelitian 

5. Ananlisis dan penyajian data  

Analisis dan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

metode sebagai berikut :  
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a. Menyiapkan dan menyusun data langkah ini melibatkan persiapan data 

baik berupa teks, gambar, ataupun foto untuk keperluan analisis  

b. Reduksi data (Sugiyono 2016) merupakan proses memilih dan 

merangkum, informasi yang penting, serta menitikberatkan ke elemen-

elemen utama, tema dan pola yang tepat. Dengan demikian, data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti dalam menganalisis dan pengumpulan data 

selanjutnya, serta mempermudah proses pencarian ketika data di 

butuhkan.  

c. Menyajikan Data. Tahap ini adalah bagian dari proses analisis data 

dimana temuan disusun dan disajikan. Proses penyajian dapat 

dilakukan dalam bentuk teks, tabel, atau grafik. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui 

uraian, diagram, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal 

ini Miles dan Hubermas (dalam Sugiyono, 2016), menyatakan bahwa 

teks yang besifat naratif merupakan bentuk yang paling sering di 

gunakan dalam penelitian kualitatif karena kemampuannya 

menyampaikan informasi secara mendalam. Teks naratif 

memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menyajikan data 

dengan cara yang dapat mengungkapkan kompleksitas fenomena yang 

di teliti dengan lebih jelas. 

d. Conclusion Drawing/verification 



25 

 

Menurut miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016) penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, menunjukan bahwa kesimpulan awal yang 

diajukan bersifat semnentara dan dapat berubah jika tidak di dukung 

oleh bukti valid pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika 

kesimpulan awal didukung oleh bukti yang dan konsisten saat data 

dikumpulan kembali dilapangan, maka kesimpulan tersebut dianggap 

kredibel. Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif dapat 

disesuaikan berdasarkan temuan data lebih lanjut. Validitas kesimpulan 

ditentukan oleh konsistensi dan dukungan dari bukti yang diperoleh 

selama penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

PROFIL KALURAHAN DAN UMKM SRIHARJO, KAPANEWON 

IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DEARAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA 

 

A. Sejarah Kalurahan 

Kalurahan Sriharjo dibentuk pada tahun 1946. Nama ‘Sriharjo’ diambil dari 

apek geografi wilayah serta mata pencaharian penduduknya. Berdasarkan mitos 

Jawa, kata ‘Sriharjo’ adalah pemberian dari Dewi Sri dan ‘harjo’ yaitu raharjo 

atau sejahtera. Oleh karena itu, nama Sriharjo berarti desa yang sejahtera dimana 

mata pencaharian pokok warganya adalah bercocok tanam. Kalurahan Sriharjo 

awalnya terbentuk dari penggabungan tiga kalurahan lama, yaitu: Kalurahan 

Mojohuro, Kalurahan Dogongan dan Kalurahan Kedungmiri.     

Adapun cikal bakal Pamong Kalurahan/Perangkat Kalurahan Sriharjo adalah 

sebagai berikut : 

1. Lurah  : Sosro Margono 

2. Carik  : Warto Sumiyarso 

3. Jogoboyo  : Sastro Suharjono 

4. Sosial   : Kami Rejo 

5. Ulu-Ulu  : Sastro Sarjono 

6. Modin   : Chundori 
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Pada saat penggabungan, kantor sementara bertempat di rumah Bapak Sosro 

Margono di Padukuhan Mojohuro. Pada tahun 1951, dibangun kantor baru 

Pemerintah Kalurahan Sriharjo diatas tanah kas kalurahan di wilayah Padukuhan 

Mojohuro. Pada masa itu, pembagian wilayah padukuhan di Kalurahan Sriharjo 

meliputi : Padukuhan Miri, Padukuhan Jati, Padukuhan Mojohuro, Padukuhan 

Pelemadu, Padukuhan Sungapan, Padukuhan Gondosuli, Padukuhan Trukan, 

Padukuhan Dogongan, Padukuhan Ketos, Padukuhan Ngrancah, Padukuhan 

Pengkol, Padukuhan Sompok dan Padukuhan Wunut. 

B. Visi Misi Kalurahan Sriharjo 

Visi Kalurahan Sriharjo, Menuju Sriharjo Mandiri, berdaulat, Demokratis, 

Religius Dan Sejahtera. 

Mandiri dan Berdaulat 

Sriharjo mandiri dan berdalat mememiliki makna bahwa sebagaimana 

mandat UU Desa, Kaurahan Sriharjo memiliki kemandirian/otonomi dalam 

mengatur rumah tangga kalurahan sendiri dan mengatur kehidupan bermasyarakat 

tanpa diintervensi/dipengaruhi oleh pihak manapun. Kemandirian tanpa intervensi 

ini, bukan berarti Sriharjo tidak membutuhkan bantuan dari pihak luar, baik itu 

pemerintah kecamatan, kabupaten, Provinsi, Pusat, Perguruan Tinggi, LSM, 

maupun Swasta. Sriharjo tetap menjunjung tinggi NKRI siap berkontribusi 

membangun kejaan negeri dimulai dari desa. 

Sriharjo membuka diri terhadap segala bentuk kerjasama yang membangun dari 

pihak luar, baik itu perguruan tinggi, LSM maupun Swasta untuk mewujudkan 
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masyarakat Sriharjo yang sejahtera. Hanya saja, kedaulatan dan kehormatan 

Kalurahan tetap harus di pegang teguh dalam kerangka kerja sama ini. 

Dalam mencapai kemandirian terdapat prasyarat yang harus di penuhi, 

salah satunya dalah sumber pendanaan sendiri (pendapatan asli Desa-PADes). 

Dengn PADes Kalurahan Sriharjo akan lebih leluasa dalam mengelola anggaran, 

menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan harkat hidup 

seluruh elemen masyarakat kalurahan Sriharjo. Oleh karenanya selama periode 

ini, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat kalurahan Sriharjo dan segenap 

jajaran pemerintah Kalurahan Sriharjo, BPK, Serta dukungan dan kerja sama dari 

berbagai pihak, baik pemerintah maupun perguruan tinggi, LSM, swasta 

Pemerintah Kalurahan bertekad meningkatkan PADes dengan cara 

mengoptimalkan segenap aset (materian dan Non material-SDM) yang dimiliki 

kalurahan, dan Membangun BumKal. 

Kedaulatan desa juga tercermin dalam budaya masyarakat, sebagai bagian 

dari NKRI, Sriharjo juga memiliki budaya adiluhung yang merupakan bagian  dari 

bentuk kedaulatan bangsa. Budaya bangsa selain tercermin dari sikap (gotong 

royong, tepo seliro, saling menghormati, toleran dan lain-lain) juga tercermin dari 

seni budaya yang terbangun. Telah menjadi tekad pemerintahan Kalurahan 

Sriharjo, Bahwa selama periode kedepan akan dilakukan upaya-upaya untuk 

memperkuat budaya tersebut, baik yang terwujud dalam sikap dan perilaku 

maupun pengembangan seni budaya lokal Sriharjo. Dengan demikian harapan 

adanya daulat budaya di kalurahan Sriharjo benar-benar bisa terwujud. 
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Demokratis  

Sriharjo yang demokratis tercermin dalam penyelenggraan pemerintahan 

Kalurahan yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, adil, tanpa korupsi, dan 

melibatkan segenap elemen masyarakat dalam pengembilan keputusan. Kalurahan 

Sriharjo yang demokratis tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, dimana 

saling menghormati sesama warga. 

Kehidupan demokratis juga diharapkan tercermin dalam setiap 

pengambilan keputusan di kelompok-kelompok masyarakat mulai dari keluarga, 

RT, Padukuhan, dan organiasi masyrakat yang ada. Pengambilan keputusan 

diharapkan diambil bedasarkan musyawarah, saling menghormati, dan melibatkan 

seluruh komponen dalam kelompok. Sikap yang demokratis juga diharapkan 

dimiliki setiap warga Kalurahan Sriharjo untuk mewujudkan kehidupan 

bermasyarakan dan kalurahan yang demokratis. 

Religius  

Sriharjo yang religius tercermin dalam pola kehidupan masyarakat yang 

senantiasa mendasarkan segenap aktivitasnya pada pertanggungjawaban ilahiya. 

Dengan demikian, setiap diri senantiasa mempertimbangkan langkah-langkahnya 

untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela/tidak baik. 

Sejahtera 

Masyarakat dikatakan sejahtera, apabila terdapat situasi dimana 

masyarakat berkecukupan dalam hal pangan, sandang, papan. Selain itu, 

masyarakat bisa dikatakan sejahtera apabila terdapat jaminan kesehatan, terpenuhi 
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kebutuhan akan pendidikan dasar, hidup aman dan tentram, tercukupi hiburan dan 

hobinya, jauh dari ancaman kekerasan dan bencana alam, serta bebas dari stigma 

diskriminasi/peminggiran. Dalam konteks ini, Pemerintah Kalurahan Sriharjo 

akan berupaya untuk lebih memperhatikan kelompok-kelompok rentan dalam 

masyrakat seperti perempuan, warga miskin, anak, dan difabel agar terhindar dari  

kekerasan, stigma dan diskriminasi. 

Dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di Kalurahan Sriharjo, 

Pemerintah Kalurahan bertekad untuk memastikan ketersediaan pangan bagi 

seluruh masyarakat Kalurahan Sriharjo tanpa terkecuali. Uapaya yang bisa 

dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan pangan 

masyarakat dilanjutkan dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta 

kuantitas produksi pertanian, perikanan, pengolahan pangan lokal, serta 

membangun ketahanan dan kedaulatan pangan di Kalurahan Sriharjo. 

Ketahanan pangan akan senantiasa diikuti oleh kedaulatan atas pangan. 

Dalam hal ini, ketahanan pangan berarti kercukupnya kebutuhan atas pangan bagi 

masyarakat Kalurahan Sriharjo. Dalam menjamin tercapainya ketahanan pangan 

ini dibutuhkan keadulatan atas panga. Sebenarnya Kalurahan memiliki beragan 

varietas pangan yang bisa dihasilkan dari tanah sendiri, cocok, serta mudah 

dikembangkan di tanah sendiri selama ini kadang  tergilas oleh opini dan pasokan 

pangan dari luar. Sebut saja salahsatunya gandum. Seperti halnya masyarakat 

pedesaan di wilayah lainnya. Masyarakat kalurahan Sriharjo demikian ramah 

dengan gandum. Konsumsi gandum hampir setiap hari dilakukan. Padahal 

konkret, di kalurahan ini tidak mampu memproduksi gandum. Hal ini tentu 
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mengancam ketahanan pangan jika masyarakat berada pada taraf ketergantungan 

pada vareitas pangan semacam ini, karena kalurahan tidak mampu memproduksi 

sendiri jenis pangan tersebut. Ancaman ketahanan pangan karena masyarakat 

mengkonsumsi bukan pangan lokal juga akan nampak pada ancaman perputaran 

perekonomian akibat gaya hidup masyarakat yang tidak mengedepankan 

konsumsi pangan lokal yang ada. Tetapi terus menerus mengambil jenis pangan 

dari luar yang tidak bisa di produksi sendiri 

Upaya membangun ketahanan pangan di Kalurahan Sriharjo hendak 

dilakukan mulai dari hal yang sederhana, seperti upaya mengoptimalkan lahan 

penkarangan maupun menanam pangan dengan polybag di setiap rumah, beternak 

untuk kecukupan gizi keluaga, dan lain-lain. Upaya lain yang hendak dilakukan 

adalah dengan memulai kembali membangun lumbung hidup maupun lumbung 

pangan dalam bentuk ketersediaan bahan pangan (stok). Tentu saja hal ini bisa 

dilakukan manakala telah tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat. Sehingga 

membangun kesadaran dan gerakan bersama menjadi suatu hal yang hendak 

dilakukan. Demikian juga dalam hal meraih kedaulatan atas pangan, hal ini hanya 

bisa di lakukan dengan membangun kesadaran dan gerakan mencatai pangan 

lokal. 

Misi Kaluraha Sriharjo 

Visi Kalurahan Sriharo diturunkan dalam beberapa Misi sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kaluarahan Sriharjo, 

baik yang berkaitan dengan persoalan adaministrasi kependudukan, 

pertanahan, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya. 

2. Membangun tata kelola Pemerintah Kalurahan Sriharjo yang bebas 

korupsi, transparan, adil gender, dan partisipatif. 

3. Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan melalui optimalisasi aset 

Kalurahan dan Pengembangan BUMKal 

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui pengembangan ekonomi 

kratif dan pengembangan pariwisata Kalurahan dengan mengoptimalkan 

teknologi tepat guna dan teknologi informasi. 

5. Mewujudkan ketahanan dan kedaulatan atas pangan Kalurahan Sriharjo 

melalui optimalisasi potensi pertanian, peternakan, perikanan, intensifikasi 

dan diverifikasi lahan pekarangan, serta bmembangin kesadaran dan 

gerakan cinta pangan lokal. 

6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kalurahan 

Sriharjo melalui peningkatan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan, 

seta bersama-sama instansi pendidiakan dan kesehatan mendorong 

lahirnya gerakan sadar pendidikan dan kesehatan. 

7. Mengembangkan potensi budaya, olahraga, dan kepemudaan, serta 

membangun kehidupan masyarakat Kalurahan Sriharjo yang religius. 

8. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

serta difabel di Kalurahan Sriharjo. 
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9. Meningkatkan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan 

resiko bencana. 

Sumber. Administrasi kalurahan sriharjo 2022 

C. Keadaan Demografi Desa Sriharjo 

1. Berdasarkan Jumlah Penduduk 

Grafik 2.2 

Garfik Data Kependudukan Desa Sriharjo Tahun 2021 

 

Sumber Administrasi Kalurahan Sriharjo 2022 

 

Jumlah penduduk Desa Sriharjo berdasarkan tabel di atas dapat terbagi 

atas lima dusun, yaitu : Dusun Dogongan, Dusun Jati, Dusun Ketos, Dusun 

Mojohuro dan Dusun Sompok. Dimana rata – rata jiwa per km2 adalah sebesar 

1.613,56 jiwa. 
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2. Berdasarkan Pendidikan 

Grafik  2.3 

Grafik Data Kependudukan Desa Sriharjo Berdasarkan Pendidikan 

 

Sumber Administrasi Kalurahan Sriharjo 2022 

Tingkat pendidikan di Kalurahan Sriharjo masih tergolong rendah. 

Beberapa faktor yang berkontribusi rendahnya tingkat pendidikan termasuk 

keinginan anak usia sekolah untuk bekerja, menikah dan adanyan pandangan 

orang tua yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting. Dapat dilihat 

dari data diatas bahwa presentase pendidikan tertinggi adalah yang tamat SD, dan 

bahkan yang tidak pendidikanpun terbilang cukup banyak jumlahnya, yaitu 

berjumlah 2.126 orang. Dalam hal ini pengembangan UMKM menjadi cukup 

terhambat dikarenakan sumber daya manusia yang tidak cukup memadai, 

pemerintah tentunya juga dapat diharapkan mempertimbangkan faktor pendukung 

perkembangan sumber daya manusia seperti pendidikan. 
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3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Grafik 2.4 

Data Penduduk Desa Sriharjo Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Sumber Administrasi Kalurahan Sriharjo tahun 2022 

Berdasarkan data pada Grafik di atas, dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan 

buruh / tukang berkeahlian khusus menempati posisi pertama sebagai jenis 

pekerjaan yang banyak ditekuni masyarakat di Desa Sriharjo dengan jumlah 

2.177 orang. Pada posisi kedua terbanyak ada jenis pekerjaan wiraswasta 

dengan jumlah 1.547, dari data tersebut menandakan bahwa pelaku UMKM 

yang ada di Kalurahan Sriharjo ini terbilang cukup banyak.  

Kalurahan Sriharjo menunjukan potensi yang sangat besar untuk 

pengembangan ekonomi lokal, yang menawarkan peluang strategis untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan 
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dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agar dapat 

tercapainya asas demokorasi tentunya dalam hal ini pemerintah tentunya 

diharapkan untuk dapat memperhatikan potensi – potensi UMKM yang ada di 

Kalurahan Sriharjo 

D. Keadaan Geografis Desa Sriharjo 

1. Topografi  

Kalurahan Sriharjo adalah salah satu dari delapan desa yang terletak di 

Kapanewon Imogiri.  Wilayah Desa Sriharjo berada dipertemuan antara dua 

sungai, yaitu Sungai Oya dan Sungai Opak, yang berfugsi sebagai batas alam 

desa. Sungai-sungai ini terletak disisi selatan dan barat desa dan menjadi 

sumber utama air untuk irigasi pertanian. Kalurahan Sriharjo berada pada 

koordinat 110,3964LS/LU-7,94892 BT/BB. Luas wilayah kalurahan Sriharjo 

adalah 502,36 Hektar dengan jumlah penduduk 9.439 jiwa yang terdiri dari 

3.020 Kepala Keluarga. Jarak kalurahan dari dari pusat pemerintahan 

kecamatan adalah 3 kilo meter. Jarak dari pusat pemerintahan kota adalah 17 

kilo meter. Jarak dari kota/kabupaten adalah 10 km. dari pusat pemerintahan 

kota adalah 17 km. Batas wilayah kalurahan Sriharjo meliputi : sebelah utara 

adalah Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri dan batas timur yaitu Kalurahan 

Mangunan Kecamatan Imogiri, batas selatan yaitu Kalurahan Selopamioro 

Kapanewon Imogiri, dan batas barat yaitu Desa Srihardono Kecamatan 

Pundong. 

Gambar 2.1 

Peta wilayah Kalurahan Sriharjo 
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Tabel 2.1  

Batas Wilayah Desa Sriharjo 

Arah                             Batas – Batas 

Utara Kalurahan Kebonagung Kecamatan Imogiri dan Desa 

Mangunan Kecamatan Dlingo 

 Timur Kalurahan Mangunan Kecamatan 

Selatan Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri 

Barat Kalurahan Srihardono Kecamatan Pundong 

Sumber : Administrasi  kalurahan Sriharjo Tahun 2022  
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E. Struktur Organisasi Kalurahan 

Gambar 2.2 

Struktur Organisasi Kalurahan 

Sumber : Administrasi Kalurahan Sriharjo 2022 
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Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa Lurah bertanggung jawab 

langsung kepada BPK, selanjutnya Lurah atau langsung membawahi Kepala Seksi 

Pemerintahan, Kseejahteraan, Pelayanan dan Kepala Dukuh. Selanjutnya, Carik 

atau Sekertaris Desa membawahi kepala urusan Keuangan, Tata usaha dan umum, 

dan perencanaan.  

Tabel 2.3 

Kepala Padukuhan 

Padukuhan Nama Dukuh 

Padukukuhan Miri Basharudin 

Padukuhan Demen Jati Bambang Rinadi 

Padukuhan Mojohuro Sulistyo Prihatmadi 

Padukuhan Pelemadu Sumarji 

Padukuhan Sungapan  Warsono 

Padukuhan Gondosuli Catur Setyo Dedi Pamungkas, 

S.TP 

Padukuhan Trukan Andri Priyanto 

Padukuhan Dogongan Budi Saryanto 

Padukuhan Kretos Samsuri 

Padukuhan Ngrancah Jumadi 

Padukuhan Pengkok Ari Usman, S.E 

Padukuhan Sompok Triyono 

Padukuhan Wunut Sugiyanto 

Sumber administrasi kalurahan sriharjo 2022 

Dari tabel di atas dapat dilihat kalurahan Sriharjo memiliki 13 padukuhan 

yang secara administasi dipimpin langsung oleh lurah atau kepala desa dan yang 
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memimpin suatu padukuhan disebut kepala dukuh, dari beberbagai macam  

latarbelakang  pendidikan orang-orang yang  menjabat sebagai kepala dukuh. 

F. Potensi Ekonomi dan UMKM 

Kalurahan Sriharjo memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terlihat dari 

data jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan pada grafik 2.3 yang 

menduduki posisi petama adalah buruh/tukang dan selanjutnya di posisi kedua 

adalah wiraswasta. Sentra ekonomi produktif seperti pengolahan kerupuk, peyek 

kacang, tempe, serta kerajina seperti pahat batu dan kayu, penjahit, keripik sagu, 

Selain sentra usah tersebut masyarakat  Kalurahan Srihajo masih memiliki sentra 

ekonomi lain seperti peternakan, pertaniaan, dan perikanan. Hal ini menunjukan 

bahwa keberagaman sktor usaha yang signifikan, keunggulan dari berbagai 

macam sentra ekonomi Produktif Di Kalurahan Sriharjo terletak pada UMKM. 

Tabel 2.3 

Tabel  Data UMKM di Kalurahan Sriharjo  

No Nama Lengkap Pedukuhan Nama Usaha 

1.  

Istinganah MIRI 

Etik Rajut "JOESHA 

AKSESORIS" 

2.  Parjiyanti SOMPOK Kue Bawang Yu Jie 

3.  Dwi purwanto SOMPOK Dwex custom 

4.  Suparsilah MOJOHURO Kripik tempe & Peyek "IKHSAN" 

5.  Agung danang 

irawan GONDOSULI Kerupuk agung 

6.  Mugiyono GONDOSULI Krupuk Fanina 

7.  Riyanto GONDOSULI Krupuk Fanina 

8.  

Nurgiyanti GONDOSULI 

HOME INDUSTRI KRUPUK 

SURADI 

9.  Mujilah SOMPOK Ratengan/jualan bubur 

10.  Madina MIRI Salome dan baso tusuk keliling 

11.  Ngadilah MIRI Salome Bakso Kang Djoyo 

12.  Siti nurkhasanah MIRI sayur keliling / pedagang keliling 

13.  Mugiyat MIRI Aneka snak jajan pasar 

14.  Alvi MIRI 52 
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15.  Hadi Susianto MOJOHURO Dapur cho chox 

16.  Ahmad nur arifin MIRI Kirana  

17.  Sutarmi MOJOHURO Anin jaya mebel 

18.  Subroto MOJOHURO Lundry terima setlika 

19.  Marjiyem MOJOHURO Penebas padi dan pengilingan padi 

20.  Ngadimin MIRI Bakso tuusuk 

21.  Roes suryani MOJOHURO Hanenda Reklame 

22.  Dewi sumarsih  MOJOHURO Cattring 

23.  Purwanti MOJOHURO DapuR ibuX dan Sakhi_Handmade 

24.  Purwanti MOJOHURO Catering 2 Putra 

25.  Su MOJOHURO Catering 2 Putra 

26.  Parjiyana MOJOHURO Makanan ringan 

27.  Guntoro MOJOHURO Mbah sudi 

28.  Endang Sukeksi MIRI Ternak kambing gembel 

29.  SUISMI 

ISTIQOMAH SOMPOK sosis bakar 

30.  Bibit sri lestari MOJOHURO Jahit 

31.  Heri santoso JATI buana klinik dan petshop 

32.  Warniyati MOJOHURO Jualan salome bakso 

33.  Heri santoso MOJOHURO Penjual gas dan es batu 

34.  PAINAH MOJOHURO Bakso tusuk  

35.  Rudi Ruhiyat MOJOHURO TEMPE BU PAINAH 

36.  Agustin budi 

purwamti MOJOHURO Budidaya ikan hias 

37.  SABIYO MOJOHURO Pedagang  

38.  Supiah MOJOHURO BENGKEL MOBIL 

39.  Sutarmi MOJOHURO Efa gorengan 

40.  
Siti robikoh MOJOHURO 

Novita yoga menerima setlika 

pakaian 

41.  Wahyuni MOJOHURO Jahit 

42.  Juwarni MOJOHURO Warung bakmi Sor Tower 

43.  Kartika wati JATI Menjahit 

44.  Rusmilah TRUKAN Dapur mak aksa 

45.  Emi Lina Rahayu TRUKAN Peyek Iqbal Rizky 

46.  Ria Listiyana TRUKAN Jajanan Alesha 

47.  Erni TRUKAN Waroeng fadhil 

48.  Desi kurniawati TRUKAN kerajinan kayu 

49.  Tatik winarti JATI Abi snak 

50.  Nuryanti JATI Toko bella 

51.  Mujirah TRUKAN Keripik sayuran flora 

52.  Krismiatun JATI Angkringan 

53.  Mujiyati JATI Jus 

54.  Sinarsih JATI Peyek kurnia 

55.  Sara Cahya Utari JATI Shin craft 

56.  Mujiyati JATI Omah Nasi Goreng 
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57.  Kariyah JATI Peyek kurnia 

58.  Titik haryani 

susilowati JATI Lotek dan tahu guling 

59.  Mariyatun JATI Soe see cake 

60.  Lisa agustrinori JATI Bakmi galang 

61.  Subiyem TRUKAN Angkringan 

62.  Suradi JATI Miedes asli pundong pak tusiyo 

63.  Ferryan Saputro JATI Mides Mamik Suradi 

64.  Srirejeki JATI Framerate Picture 

65.  Sarinem JATI Tempe koro 

66.  SITI NURYATI  JATI Dapur nasgor mb ninuk 

67.  Riyel 

suwarni/wardi 

utomo JATI Siti snack  

68.  Ngatini  JATI Aneka snack 

69.  DWI SUNARTI JATI Nila baba girli  

70.  Supomo JATI Penjahit 

71.  Sri rahayu 

retnoningsih JATI Kampung es 

72.  Wartini  JATI Kacang telur rama 

73.  Eko Sutarji JATI Bakmi gondor . 

74.  Suratiyem JATI Kerajinan Bambu 

75.  ANISAh JATI Jualan bubur dan sayur/lauk pauk 

76.  Sargiyanti JATI Tempe koro 

77.  Sridadi JATI Penjahit dan online shop 

78.  Ayu parjiyanto JATI Ratengan mbah sri sego bubur 

79.  Suparmi TRUKAN Ay1789Shop 

80.  Maryanto JATI Suparmi 

81.  Maryanto TRUKAN Rempeyek candra 

82.  Saniyem TRUKAN rempeyek candra 

83.  Jumilah JATI Bakmi Sri Roso 

84.  Sudarmi JATI Produksi Rempeyek  

85.  Dwi wulandari JATI Bikin tempe kedelai 

86.  Wahyudi JATI Jajanan anak anak 

87.  Atmini Yulianti TRUKAN Produksi dan penjualan peyek. 

88.  WAGIYEM NGRANCAH Berlyan Food Jogja  

89.  Sarwanti TRUKAN TEMPE KORO 

90.  Kasilah MOJOHURO Fina fashion 

91.  Juremi JATI Keripik Tempe Wika 

92.  Yuli fatimah JATI Kerajinan kayu 

93.  asep candra JATI Fatimah olshop 

94.  Winarni TRUKAN konveksi matras camping 

95.  Wakijem TRUKAN Warung makan  

96.  Tumiyati TRUKAN Tempe mbah wakijem 

97.  Suginem TRUKAN Bakmi yu tumi 
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98.  Sridadi TRUKAN Kripik ramadhan 

99.  Muji suyono JATI Ratengan, nasi bubur gorengan 

100.  Wahyuni JATI Produksi tempe kedelai 

101.  Triyanto/Ratna 

Purwasari JATI Wahyuni Tailor 

102.  Faizatunnisa 

salma 

faridhotillah JATI Aneka Baja Ringan 

103.  Soginah MOJOHURO Snack Izzah 

104.  Tri marbawanti JATI Usaha tempe kedelai 

105.  Darmini JATI Manola store 

106.  Sarjiyati MOJOHURO Lotek  

107.  Pardiyem MOJOHURO Ica Rice Bowl & Box 

108.  Warjinem MOJOHURO Warung kelontong 

109.  Samiyati MOJOHURO Warung Bubur Mbah Genjol 

110.  NOVITA DITA 

CHRISTIAN MOJOHURO Nasi Goreng Bu Inah 

111.  

Yulianti JATI 

JAMU AMANAH & NARAZA 

CAKE&COOKIES 

112.  Desi kurniawati JATI Jualan 

113.  Ivo Brahmani 

Shinta  JATI Basreng ikan(bakso goreng ikan) 

114.  Zeni rohani JATI eeVoco Bags 

115.  Tarwiyati JATI Zeni rajut 

116.  Fitriana Aris 

wulandari BUTUH Cireng kriuk aneka rasa 

117.  FARUK 

NURROHMAN BUTUH Jajanan pasar 

Sumber Administrasi Kalurahan Sriharjo tahun 2024. 

Dilihat dari tabel di atas meskipun masih bersifat data sementara dapat dilihat 

bahwa jumlah UMKM yang mencakup berbagai jenis kerajinan, serta olahan 

pangan dukungan pemerintah Kalurahan sangat penting untuk Usaha, Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) karena dapat menyerap tenaga kerja dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi Kalurahan. Selain itu, keterlibatan pemerintah 

Kalurahan juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh 

UMKM.  
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Jika dilihat pada grafik 2.3 data jumlah pekerja, keberadaan UMKM di 

Kalurahan Sriharjo memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang besar di 

sektor UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja yang lebih beragam. 

Dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan (UMKM) dapat 

beroperasi secara optimal, mengatasi tantangan, dan berkontribusi besar terhadap 

perekonomian di Kalurahan.  

Dalam koteks ini perlu dilakukan analisis lebih terkait dengan pengembangan 

yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan terhadap para pelaku UMKM dalam 

menciptakan daya saing bagi para pelaku UMKM. Persoalan yang dihadapi 

UMKM saat ini bukan lagi soal akses modal dan produksi melainkan soal 

mekanisme pasar ekonomi yang semakin ketat, sehingga butuh perhatian khusus 

dari Pemerintah Kalaurahan untuk menjawab persoalan yang dihadapai UMKM 

saat ini dengan melibatkan langsung para pelaku UMKM dalam pengembangan 

mulai dari tahap perencanan, penyusunan, pengambilan keputusan, serta evaluasi 

sehingga dalam menjawab persoalan mekanisme pasar ekonomi saat ini. UMKM 

dapat hidup, berkembang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

kalurahan dengan meningkatkan pertumbuhan di sektor UMKM selain itu dapat 

mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENGEMANBAGAN 

UMKM DI KALURAHAN SRIHARJO 

 Pada bab ini peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan hasil temuan 

di lapangan dengan menggunakan metode seperti yang sudah di jelaskan pada bab 

sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini mencakup Implementasi Asas 

Demokrasi dalam pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM) 

di Kalurahan Sriharjo.  

Untuk menganalisis Implementasi Asas Demokrasi Dalam Pengembangan 

UMKM di Kalurahan Sriharjo, dalam hal ini untuk menilai sejauh mana Prinsip-

prinsip demokrasi yang di implementasikan dalam kebijakan, program dan praktik 

mendukung pengembangan UMKM. Berikut adalah beberapa Prinsip dasar dari 

demokrasi menurut peneliti penting untuk dianalisa. 

A. Partisispasi Pemerintah Kalurahan dan Pelaku UMKM dalam 

Pengembangan UMKM. 

Partisipasi masyarakat, pemerintah kalurahan, dan pelaku UMKM dalam 

pengembangan UMKM merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. Keterlibatan dari tiga unsur ini membantu 

memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan efektif dan sesuai 

dengan kebutuhan serta meningkatkan daya saing bagi pelaku UMKM di Sriharjo. 
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Keterlibatan masyarakat terlebih khusus pelaku UMKM, merujuk pada 

keterlibatan aktif masyarakat dan para pelaku UMKM dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program sampai dengan pemanfaatan peluang yang ada.  

Partisipasi Pemerintah Kalurahan melibatkan peran serta dalam 

merancangkan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan serta program yang 

mendukung pengembangan UMKM dan juga pemerintah Kalurahan berperan 

mengkoordinasikan pihak terkait termasuk lembaga  keuangan, lembaga 

pendidikan, Lembaga swadaya Masyrakat (LSM), dan pihak lainnya yang dapat 

memberikan dukungan terhadap perkembangan UMKM. Berikut adalah hasil 

wawancara dari narasumber yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses 

pengembangan UMKM di Sriharjo. 

Wawancara dengan Ibu Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P Lurah 

Sriharjo.  

“pengembangan UMKM di Sriharjo dimulai dengan pendataan dan 

intensifikasi pendampingan melalui pelatihan seperti pengembangan 

usaha, pemasaran online, inovasi produk dan packing. Kami juga 

menyediakan modal, menderikan koperasi UMKM, serta 

memberikan fasilitas seperti alat packing. BumDes  di dorong untuk 

memulai usaha baru, seperti produk mie instan dari mocaf, dengan 

dukungan dana keistimewaan dan fasilitasi dari dinas koperasi dan 

ukm DIY termasuk bantuan untuk perizinan dan sertifikasi seperti 

PIRT,  sertifikasi hahal dan sebagainya. Partisipasi masyarakat 

dalam proses ini sangat penting dan kami memastikan dukungan 

serta dorongan agar semua pihak yang membutuhkan mendapatkan 

kesempatan yang sama”. (Wawancara  28 juni 2024) 

Dari wawancara di atas peteliti melihat dari sudut pandang prinsip 

demokrasi yaitu partisispasi. Pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo 

menunjukan bahwa ada upaya baik dari pemerintah kalurahan untuk 
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melibatkan masyarakat, terlebih khusus pelaku UMKM dalam berbagai 

aspek perkembangan ekonomi. 

Dari sudut pandang partisipasi dalam demokrasi keterangan dari 

narasumber di atas  ada beberapa poin penting yang menurut peneliti 

dilakukan oleh pemerintah kalurahan. Pertama, keterlibatan Pemerintah 

Kalurahan dalam pengembangan UMKM dimulai dari pendataan yang 

merupakan langkah awal untuk mengetahui kebutuhan dan potensi 

masyarakat. Selain itu, program pelatihan yang ditawarkan seperti pelatihan 

pengembangan produk, pemasaran online serta bantuan untuk memperoleh 

sertifikasi halal, dan PIRT. Proses pendampingan untuk memperoleh izin 

usaha, sertifikasi halal, dan hak cipta hal ini menunjukan upaya untuk 

membuat sistem perizinan lebih mudah di akses oleh pelaku UMKM. 

Kedua  kolaborasi dengan pihak eksternal, kolaborasi dengan dinas 

terkait dan penggunaan dana keistimewaan menunjukan bentuk dukungan 

yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengembangan UMKM. hal 

ini mencerminkan prinsip demokrasi yang memperhatikan masukan dari 

berbagai stakeholder dan menyediakan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, 

bantuan berupa modal, alat-alat packing dan fasilitas lainnya menunjukan 

upaya untuk memastikan akses yang adil bagi semua pelaku UMKM. 

dengan adanya fasilitas dan modal ini pelaku UMKM dapat berpartisipasi 

pada pasar yang lebih luas dan  berkompetisi secara efektif.  
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Ketiga mendorong BUM Desa untuk memulai usaha baru seperti 

pembuatan mie istan dari mocaf adalah contoh bagaimana partisipasi lokal 

dioptimalkan. Hal ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat 

langsung dalam pengembangan ekonomi di kalurahan dan menciptakan 

lapangan kerja baru. 

Wawancara dengan Carik Kalurahan Kuswoyo menyamampaikan 

bahawa.  

“UMKM di Sriharjo cukup banyak, beberapa tahun ini cukup kita 

program untuk pengembangan kita dampingi dengan segala 

kebutuhan yang ada, mulai dari membuat produknya, bagaimana  

membuat produk yang baik, sampai ke pemasarannya. Pemasaran 

nya bahkan kita dampingi tidak hanya dengan metode yang ofline 

aja, kita juga berupaya untuk bagaimana bisa ke online. Kita ada 

forum untuk pertemuan rutin untuk mengetahui kendala mereka 

kemudian mendiskusikan dan itu semua pelaku UKMKM kita 

libatkan”. ( Wawancara 25 juni 2024) 

Dari keterangan informan di atas peneliti melihat bahwa prinsip 

partisipasi dalam demokrasi tercermin dari barbagai inisiatif yang di 

lakukan untuk mendukung perkembangan UMKM di Sriharjo. Melalui 

pendampingan menyeluruh, forum pertemuan rutin, dan dukungan 

pemasaran offline dan online, program ini memastikan bahwa pelaku 

UMKM tidak hanya terlibat dalam proses pengembangan tetapi juga 

memiliki suara dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Partisipasi 

ini menunjukan mereka berkontribusi secara aktif dan merasakan manfaat 

dari program atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan.  Hal 

ini selaras dengan prinsip demokrasi yang menekankan keterlibatan dan 

kolaborasi. 
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Wawancara dengan Pak Gotro Raharjo, S. Si sebagai Ulu-ulu/seksi 

kemakmuran, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa : 

“Sekarang masuk desa binaan itu dari Dinas Koperasi itu ada binaan 

juga, di desa preneur dan desa prima itu rata-rata gabungan dari ibu-

ibu UMKM, itu ada yang industri mash kayak kue kering, trus ada 

yang industri kerajinan, trus ada industri yang kayak batik dan 

sebaginya. Itu ada wadahnya kita sudah ada namanya POLSRI 

(Pusat Oleh-oleh Sriharjo) jadi rata-rata produk UMKM itu kita 

simpan di POLSRI itu satu gedung sama dengan gedung mocaf itu 

produksi SRIMI ( mie instan dari bahan baku mocaf) salah satu 

produk unggulan di Sriharjo. Peran Sriharjo masuk ke pembinaanya 

kadang- kadang kita juga bisa menghasilkan modal dari BUMDes, 

tapi kita masih merintis jadi baru beberapa UMKM yang memang 

benar-benar bisa mandiri yang rata- rata masih industri kecil. 

Rencananya supporting desa ke UMKM  itu kedepannya  tidak putus 

karena kita juga menggaet beberapa donatur dari luar. Dimana nanti 

UMKM Sriharjo itu bisa benar-benar bukan industri kecil lagi tapi 

masih membutuhkan supporting banyak. Rata-rata semua UMKM 

kita panggil, semua masyarakat kita libatkan di forum itu kita bahas 

kedepannya kita mau ngapain, rata-rata kalau UMKM kita ada porsi 

sendiri baik itu BUMDes dan dana Desa rata-rata prioritas apa yang 

nanti kita gelontorkan untuk UMKM. yang jelas untuk binaan itu 

rata-rata berkelanjuta, rata-rata setiap tahun kita fasilitasi yang 

dikembangkan sesuai arahan dari dinas koperasi itu prioritas desa 

Preneur dan desa prima”. (Wawancara 15 juli 2024) 

Dari sudut pandang partisipasi, keterangan dari narasumber di atas 

peneliti melihat bahwa pengembangan UMKM di kalurahan Sriharjo 

menunjukan penerapan prisnsip demokrasi yang baik. Dengan melibatkan 

pelaku UMKM dalam pengelolaan melalui Pusat Oleh-oleh Sriharjo 

(POLSRI) yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memasarkan 

produk dari berbagai jenis UMKM di Sriharjo, mengadakan dan membahas 

prioriras serta alokasi dana dalam forum komunitas yang melibatkan 

masyarakan dan pelaku UMKM.  
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Dalam mengadakan forum di mana semua pelaku UMKM dapat 

terlibat untuk membahas rencana dan prioritas pengembangan UMKM 

merupakan bentuk partisipasi yang signifikan. selain itu dalam menentukan 

rencana prioritas dan penggunaan dana menunjukan bahwa keputusan 

terkait alokasi sumber daya tidak diambil secara sepihak. Hal ini 

menunjukan bahwa keputusan terkait dengan pengembangan UMKM tidak 

di ambil secara sepihak dan mencerminkan bahwa keputusan yang di ambil 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi. 

Dalam wawancara dengan Ibu Parjiyanti selaku pelaku UMKM 

pengolahan ‘Stik bawang’ bawhwasanya beliau menyampaikan,  

“Pemerintah Kalurahan sangat melibatkan UMKM yang mau 

berkembang. Informasi juga cepat, kita juga ada grub UMKM yang 

Sriharjo, begitu ada informasi kita langsung diinfokan. Biasanya di 

infokan ke pengurus dulu langsung pengurus infokan ke grub yang 

semua UMKM Sriharjo gitu”. (Wawancara 28 juni 2024) 

Dari wawancara dengan Parjiyanti sekalu pelaku Usaha, Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 

Kalurahan sangat aktif mendukung perkembangan Usaha, Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM). pemerintah Kalurahan sangat aktif melibatkan 

masyarakat tanpa terkecuali dan memastikan semua informasi yang terkait 

dengan pengembangan UMKM semua tersampaikan dengan baik. Hal ini 

menunjukan bahwa komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam 

mendukung perkembangan UMKM. 

Wawancara dengan Sutanto sebagai salah satu pelaku UMKM 

yang berjualan soto ayam, dalam wawancara di warung sotonya. 
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“ kalau ada musyawarah atau apa begitu saya diberitahu untuk 

hadir, terus kalau ada pesanan makanan itu dari kalurahan pesan di 

saya” (wawancara 25 juni 2024) 

Hal ini mencerminkan bahwa keterlibatan  dan dukungan dari 

pemerintah kalurahan mencerminkan prisip partisipasi yang mendasari 

demokrasi. Tidak hanya melibatkan dalam proses musyawarah, pesanan 

makan dari kalurahan merupakan bentuk dukungan aktif dari pemerintah 

kaluahan kepada pelaku UMKM. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi 

langsung dalam ekonomi lokal dan memberdayakan UMKM dengan cara 

konkret dan langsung. 

Wawancara dengan Damsikin (pelaku UMKM) di rumahnya beliau 

menyampaikan bahwa.  

“pernah saya ikut pelatihan UMKM itu tiga tahun lalu, itu 

bagaimana cara mengemas dan memasarkan yang baik, tapi habis 

itu mandek selama tiga tahun gak ada keterusan, gak ada tindak 

lanjutnya sampai sekarang, gak tau dari mana” (Wawancara 18 juli 

2024) 

Dalam konteks demokrasi khusunya prinsip dasar partisipasi 

peryataan dari Damsikin peneliti melihat bahwa mengikuti pelatihan tiga 

tahun lalu menunjukan bahwa partisipasi UMKM dalam program yang di 

rancang untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ini merupakan langkah 

awal yang baik dalam mendukung perkembangan mereka. Hal ini 

menunjukan prinsip partisipasi yang memfasilitasi akses pengetahuan dan 

keterampilan. Namun, ketidakadaan tindak lanjut atau dukungan setelah 

pelatihan menunjukan adanya celah dalam proses partisipasi. Dalam hal 

ini, ada mekanisme yang ideal untuk memastikan bahwa pelaku UMKM 

dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh, mendapatkan pelatihan 
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lebih  lanjut, dan melanjutkan proses perkembangan mereka. Partisipasi 

yang efektif memerlukan dukungan berkelanjutan setelah pelatihan untuk 

memastikan bahwa UMKM  dapat menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh dan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi.  

Sebagai tugas dan fungsi BamusKal secara umum adalah 

meningkatkan partisispasi, mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan 

yang di ambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

Dalam wanancara dengan Tutik Nuryati BamusKal (Badan 

Permusyawaratan Kalurahan) beliau menyampaikan bahwa,  

“Memang unsur masyarakat yang paling penting hadir baik 

pemerintah kalurahan, BamusKal sendiri, dari unsur LKD, LPMK 

ada karangtaruna,  TPPKK itu semua harus hadir, kemudian dari 

unsur pendidikan, unsur agama pokoknya semua unsur yang ada di 

masyarakat kalurahan itu semua harus hadir karena di muskal itu 

semua harus hadir. Unsur yang diundang memang itu jadi semua 

elemen masyarakat dilibatkan”. ( Wawancara 27 juni 2024). 

Dari keterangan Tutik Nuryanti sebagai BamusKal dilihat dari 

prespektif partisipasi keterlibatan berbagai unsur masyarakat seperti 

pemerintah kalurahan, BamusKal, LKD, LPMK, karang taruna, TPPKK, 

serta unsur pendidikan dan agama menunjukan upaya untuk memastikan 

partisipasi yang luas. Ini mencerminkan bahwa semua kelompok yang 

memiliki peran dan kepentingan diikutsertakan dalam proses musyawarah. 

Kehadiran berbagai usur masyarakat dalam musyawarah merupakan 

langkah yang positif dan mencerminkan prinsip partisipasi yang 

menyeluruh. Hal ini memastikan bahwa pengambilan keputusan 

melibatkan masukan dari semua kelompok masyarakat, meningkatka n 
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trasparansi, akuntabilitas dan kolaborasi. Meskipun ada tantangan dalam 

koordinasi, keterlibatan yang luas memberikan kesempatan untuk 

membuat keputsan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat terlebih khusus para pelaku UMKM. 

Wawancara dengan Ratna Listiyani yang merupakan utusan dari 

Dinas Koperasi dan UKM DIY yang memberikan pelatihan dan 

pembinaan kepada pelaku UMKM melalui program desa Pereneur, beliau 

menyampaikan bahwa  

“Yang tidak mengikuti pelatihan desa preneur tetap bisa mengikuti 

pendampingan. Karena pada saat pendampingan itu, kita tidak 

hanya membicarakan terkait dengan materi, tapi kita juga bisa 

melakukan konsultasi usaha. Kita sebenarnya ingin merangkul 

semua tapi memeang karena keterbatasan, seperti ini administrasi 

dan anggaran yang perlu diterapkan. Jadi, untuk pelatihan kita 

hanya untuk tigapuluh orang, pendampingannya boleh, semua 

boleh ikut di luar dari peserta pelatihan juga boleh. Siapa saja yang 

ikut pelatihan, kita dari Dinas berkolaborasi dengan teman-teman 

kalurahan tentunya yang lebih tau persi bagaimana UMKM yang 

ada di Sriharjo” (Wawancara 18 juli 2024) 

Dari prinsip partisipasi dalam demokrasi pelaksanaan program 

pelatihan dan pendampingan ini mencerminkan penerapan prinsip 

demkrasi yang baik dengan melibakan berbagai pihak dalam proses 

dukungan terhadam UMKM dan memastikan bahwa manfaat dari program 

dapat di akses oleh semua pelaku UMKM, meskipun ada batasan dalam 

pelaksanaan pelatihan. Program ini tetap berusaha untuk merangkul semua 

pelaku UMKM melalui pendampingan dan konsultasi yang tebuka untuk 

semua pelaku UMKM.  
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B. Transparansi  Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan UMKM 

Transparansi dalam pengembangan UMKM berarti keterbukaan 

dalam semua hal terkait dengan penegmbangan UMKM mulai dari proses 

pembuatan kebijakan, pelaksanaan program  sampai dengan proses 

pendanaan yang mempengaruhi UMKM. Dengan trasparansi semua pihak 

terlibat mulai dari masyarakat, pelaku UMKM hingga Pemerintah 

Kalurahan serta pihak lain yang mendukung pengembangan UMKM. Hal 

ini dapat mengurangi potensi penyimpanan dan memastikan akuntabilitas 

dalam setiap taham pengembangan UMKM. 

Transparansi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM 

sangatlah penting, transparansi memastikan setiap proses pengambilan 

keputusan terbuka secara umum dan alokasi sumber daya serta 

pelaksanaan program dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas. Dengan 

adanya trasnparansi masyarakat terlebih khusus para pelaku UMKM dapat 

lebih percaya dan terlibat aktif dalam pegembangan yang dilakukan, 

sementara itu peerintah dapat memastikan bahwa setiap langkah yang di 

ambil mendukung pertumbuhan dan pengembangan serta kemandirian 

UMKM secara adil dan efektif. 

Wawancara dengan Tutik Nuyati (BamusKal) Untuk menjalankan tugas 

dan Fungsi BamusKal dalam keterangannya beliau mengatakan  

“Untuk Sriharjo ada Grub wa khusus terdiri dari penjual dari 

berbagai macam hasil masyrakat itu ada satu wadahnya disitu juga 

ada pemdesnya, ada Lurahnya dii situ semua saling terbuka. Dari 

situkan saya bisa melihat bahwa disitupun terjadi trasparansi antara 
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penjual dengan yang lain dengan pemerintah kalurahan”. 

( Wawancara 27 juni 2024) 

 

Dari pernyataan Tutik nuryati (BamusKal) Menunjukan bahwa 

adanya wadah komunikasi dan forum semua pihak yang telibat baik itu 

pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah 

Kalurahan bahkan Laurah telibat secara langsung dan berkomunikasi 

secara terbuka. Hal ini mendukung adanya transparansi dari berbagai 

aspek baik itu kebijakan, program pembangunan, pelatihan dan kebutuhan 

UMKM. 

Dalam wawancara dengan Parjiyanti (pelaku UMKM) beliau 

mengatakan bahwa  

“ Dari pemerintah kan kita ada program desa preneur di kalurahan 

itu jadi semua informasinya masuk kesitu, dari pemerintah itu, 

lansia ada program desa prima, yang agak muda ada program desa 

pereneur, terus juga ada karangtaruna. Nanti informasi masuk ke 

forum atau grub jadi cepat menyebar, tidak pernah ketika ada 

informasi, itu tidak tersampaikan pasti tersampaikan dengan baik”. 

(Wawancara 28 juni 2024)  

Dari sudut pandang  asas demokrasi yaitu transparansi dari 

pernyataan di atas peneliti melihat bahwa ada upaya untuk 

menyebarluaskan informasi secara efektif. Dalam konteks demokrasi, 

trasparansi berarti informasi yang relevan dan penting-penting harus 

tersedia dan dapat di akses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam 

hal ini para pelaku UMKM dalam perkembangnnya. 

Dari keterangan Parjiyanti, peneliti memahami bahwa akses 

informasi itu sangat mudah di dapat, baik itu program pelatihan, 

pendampingan ataupun bantuan permodalan dan fasilitas ketika para 

pelaku UMKM berkeingan untuk berkembang dan terlibat aktif dalam 
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forum-forum yang diadakan. Hal ini menunjukan bahwa prinsip 

transparansi diterapkan dengan baik melalui kemudahan akses informasi, 

dukungan kepada UMKM dan keterlibatan dalam forum-forum. Ini 

mencerminkan upaya untuk memudahkan akses informasi untuk 

mendukung pengembangan UMKM secara langsung dan mendorong 

partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan. 

Dalam wancancara dengan Siti (penjahit) beliau menginformasikan 

bahwa  

“Kalau transparansi kalurahan trasparan kalau ada apa-apa saya di 

beritahu, saya juga pernah diundang di musyawah di Kalurahan itu 

membahas soal UMKM. petugas kalurahan datang kasitau saya 

untuk hadir”. ( Wawancara 28 juni 2024) 

 

Keterangan dari Siti peneliti melihat bahwa kemudahan akses 

informasi dan transparansi di Kalurahan terjaga dengan baik karena 

informasi dan undangan untuk pertemuan disampaikan langsung kepada 

warga terlebuh khusus kepada para pelaku UMKM. hal ini menunjukan 

adanya keterbukaan dalam komunikasi antara pemerintah kalurahan dan 

masyrakat. 

Damsikin (pelaku UMKM) dalam wawancara di kediamanannnya 

beliau mengatakan bahwa :  

“kalau trasparasi pemerintah kalurahan cukup transparan, pernah 

saya ikut pelatihan UMKM itu tiga tahun lalu, itu bagaimana cara 

mengemas dan memasarkan yang baik, tapi setah itu macet. 

Selama tiga tahun tindak lanjutnya sampai sekarang, tidak tahu dari 

mana. Saya pernah di panggil ke Kalurahan tapi membahas 

UMKMnya bukan menyentuh ke UMKM kecil, tapi dia fokusnya 

ke UMKM kelompok, kelompok ikan dibuat kuliner tapi yang 

mengelolah pihak Kalurahan sendiri. Sebenarnya ada pelatihan ini, 

bantuan ini, ada bantuan untuk pengembangan siapa yang tidak  
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mendukung. Ternyata ada tapi hanya untuk kelompok UMKM 

tertentu” (Wawancara 18 juli 2024) 

 

Dalam wawancara dengan Damsikin salah satu pelaku UMKM 

yang bergerak di Pembuatan Kripik tempe, peneliti melihat bahwa penting 

bagi pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan trasparansi dalam 

pengelolaan dan meningkatkan komunikasi terkait dengan program-

progam untuk pengembangan UMKM, sehingga dapat membantu 

membangun kepercayaan dan keterlibatan serta kemauan dari pelaku 

UMKM, serta memastikan semua pelaku UMKM merasakan manfaat dari 

pengembangan yang di lakukan oleh Pemerintah Kalurahan itu sendiri.  

Pemerintah Kalurahan juga penting untuk memastikan bahwa 

setiap program atau bantuan yang disediakan memiliki mekanisme yang 

jelas dan responsif  terhadap kebutuhan dan masukan dari UMKM. 

transparansi yang baik bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga 

tentang mendapatkan umpan balik dari pelaku UMKM di dengar dan 

direspon dengan baik. 

Wawancara dengan Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P beliau 

menyampaikan bahwa. 

“Ketika ada bantuan keuangan khusus maka kemudian kewenangan 

dari proses merencanakan sampai dengan melaksanakan itu ada di 

Kalurahan, bagusnya dana keistimewaan itu, proposal itu semua dari 

kita jadi kerangka kegiatan, program-program itu semua dari desa 

yang menyusun kita, dan tentu saja proposal di susun oleh teman-

teman forum UMKM, apa yang dibutuhkan dan seterusnya. Kita 

ajukan proposal, kemudian kita ajukan penganggaran lalu ada 

konsultasi. Kemudian diarahkan bagaimana kalau begini, bagaimana 

kalau begitu. Jadi, kita dari konsep-konsep yang kita susun, kita 

presentasikan ke dinas koperasi lalu mana yang diacc. Kita 

difasilitasi rumah produksi dan seterusnya dan yang menentukan itu 

dari Kalurahan sendiri yang sebelumnya kita bahas di forum 
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UMKM. Mereka (Dinas Koperasi dan UKM) hanya mengarahkan 

kita tidak diintefensi. (Wawancara 28 juni 2024) 

Dalam demokrasi prinsip trasparansi dari pernyataan di atas dapat 

dilihat dari kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan program 

berada di Kalurahan dengan penyusunan proposal dan kerangka kegiatan 

dilakunan oleh pihak kalurahan dan forum umkm. Transparansi dalam 

kontek ini berarti bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan melibatkan 

tingkat partisipasi yang tinggi.  

Dengan kewenangan yang berada di Kalurahan ada kemungkinan 

besar bahwa keputusan dan recana lebih sesuai dengan kebutuhan yang 

sebelumnya sudah dibahas melalui forom-forum. Partisipasi katif dari 

forum-forum UMKM dalam penyusunan program menunjukan adanya 

keterlibatan langsung dari pihak yang terkena dampak dari proses 

perencanaan. Hal ini mencerminkan trasparansi karena dalam proses 

penyusunan poroposal dan menetukan kebutuhan, keterlibatan berbagai 

pihak menunjukan bahwa keputusan tidak hanya berdasarkan satu sudut 

pandang saja. 

Wawancara dengan  Gotro Raharjo dalam wawancaranya beliau 

mengatakan bahwa 

“Semua kita mulai harus dengan mekanisme musyawarah 

Kalurahan, jadi seluruh masyrakat dipanggil nanti kan kita 

pengganggran, biasanya akhir tahun kita musyawarah. 

Penganggarana biasaya kan untuk banyak hal. Salah satunya UMKM 

ini rata-rata perwakilan dari UMKM yang ada di Kalurahan semua di 

panggil memenuhi quorumnya itu kita bahas untuk kedepannya. Apa 

yang kita prioritaskan untuk BumDes dan UMKM itu kita bahas 

dalam musyawarah”. (wawancara 15 juli 2024) 
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Dari keterangan yang disampaikan oleh Gotro Raharjo peneliti 

melihat pernyataan tersebut menunjukan upaya untuk menerapkan asas 

demokrasi yaitu transparansi. Hal ini dapat dilihat dari proses 

penganggaran yang melalui musyawarah, ini mencerminkan praktik yang 

mendukung demokrasi dengan memastikan bahwa pengambilan keputusan 

melibatkan berbagai pihak serta informasi terkait dengan pengangaran 

tersedia untuk semua pemangku kepentingan.  

Proses munysawarah dengan mengundang seluruh UMKM dan 

masyarakat untuk membahas penganggaran ini mencerminkan upaya 

untuk penerapan asas demokrasi dengan menerapkan prinsip trasparansi. 

Transparansi tercapai ketika seluruh informasi yang berkaitan dengan 

penganggaran dan perencanaan tersmpaikan dengan jelas kepada semua 

pihak yang berkepentingan terlebih khusus para pelaku UMKM. Hal ini 

memungkinkan para pelaku UMKM dan masyrakat dapat memahami dan 

mengevaluasi persoalan anggaran yang di alokasikan dan dapat memahami 

mengapa prioritas teertentu di pilih sehingga pada praktik di lapangan 

tidak ada kesalahan informasi terkait program yang di jalankan. 

Dengan keterlibatan dari berbagai pihak dalam musyawarah, hal ini 

mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Karena dari 

setiap keputusan yang berkaitan alokasi dana diambil dengan 

mempertimbangkan masukan dari mayarakat terlebih khusus para pelaku 

UMKM, yang membantu memastikan bahwa penggunaan dana sesuai 

dengan kebutuhan dan prioritas yang ada di UMKM. 
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C. Keadilan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM 

Keadilan Pemeritah Kalurahan dalam pengembangan UMKM 

merujuk pada upaya Pemeritah untuk memastikan bahwa Pelaku UMKM 

mendapatkan akses yang sama dan adil terhadap sumberdaya dukungan 

dan peluang yang di perlukan untuk berkembang. Hal ini pemerintah harus 

memastikan bahwa para pelaku UMKM memiliki akses yang setara dan 

adil dalam hal akses keuangan, kebijakan, pelatihan dan pengembangan, 

infrastruktur serta akses ke pasar sehingga para pelaku UMKM dapat 

berkembang dan mempunyai daya saing. 

Pemerintah juga harus memastikan melibatkan UMKM dalam 

Proses pengambilan keputusan  melalui konsultasi ataupun forum, baik itu 

forum musyawarah maupun forum kelompok UMKM untuk memastikan 

bahwa kebijakan yang di buat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan 

kendala  yang mereka hadapi. 

Dalam wawancara dengan Titik Istiyawatun Khasanah, S I.P, 

beliau mengatakan bahwa,  

“Semua kita undang kita fasilitasi pada saat  pelatihan, pada saat 

pertemuan untuk menyampaikan apa yang menjadi program-

program mereka, apa yang menjadi kendala dan seterusnya yang 

itu kita rumuskan dalam kebijakan yang kita rumuskan dalam 

bentuk program dan juga di support oleh anggaran seperti itu, jadi 

forum anak-anak UMKM itu yang bergerak biasanya. Termasuk 

untuk fasilitasi ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), 

kemudian ijin usaha, sertifikasi halal, kemudian kita fasilitasi dan 

kita umumkan kepada teman-teman yang butuh dan kita dorong 

untuk mengurus ijin itu dan sekarang hampir semua punya”. 

(Wawancara 28 juni 2024) 
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Dilihat dari aspek keadilan wawancara di atas menunjukan bahwa 

Pemerintah Kalurahan berusaha untuk mencapai keadilan dalam 

pengembangan UMKM dengan mengurangi ketimpangan terhadap akses 

terhadap informasi, pelatihan dan perizinan yang sering menjadi kendala 

terhadap UMKM. Keadilan berarti mencakup upaya untuk menyamakan 

peluang dan mengurangi kesenjangan dalam dukungan yang di berikan 

kepada UMKM.   

Wawancara dengan Ratna Listiyani selaku petugas yang 

ditugaskan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam memberikan 

pelatihan dan pendampingan kepada kelompuk UMKM di Sriharjo, beliau 

mengungkapkan bahwa,  

“Dalam program ini kita hanya fasilitasi tiga puluh orang dalam 

pelatihan kita batasi, tapi yang tidak mengikuti pelatihan desa 

preneur tetap bisa mengikuti pendampingan. Karena pada saat 

pendampingan itu kita tidak hanya membicarakan terkait dengan 

materi, tapi kita juga bisa melakukan konsultasi usaha. Kita 

sebenarnya ingin merangkul semua tapi memang karena 

keterbatasan, dengan seperti ini administrasi dan anggaran yang 

perlu diterapkan jadi untuk pelatiha kita hanya untuk tigapuluh 

orang, pendampingannya boleh, semua boleh ikut di luar dari 

peserta pelatihan juga boleh. Siapa saja yang ikut pelatihan kita 

dari Dinas berkolaborasi dengan teman-teman kalurahan tentunya 

yang lebih tahu persis bagaimana UMKM yang ada di Sriharjo”. 

(Wawancara 18 juli 2024) 

Jika dilihat dari prespektif keadilan pernyataan di atas menunjukan 

adanya kesetaraan akses dan partisipasi. Dalam hal ini program yang 

dijalankan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan dengan 

Dinas Koperasi dan UKM DIY yang menunjukan adanya partisipasi dari 

berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun pelatihan 
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hanya untuk 30 orang. Ada kebijakan lain yang memungkinkan semua 

pelaku UMKM yang tidak terlibat dalam pelatihan mendapatkan 

pendampingan dan konsultasi usaha.  

Hal ini mencerminkan prinsip keadilan demokratis yang 

mementingkan kesempatan yang sama bagi semua pelaku UMKM yang 

tidak berkempatan mendaptkan pelatihan langsung. Walaupun ada 

keterbatasan dalam jumlah peserta pelatihan program ini menunjukan ada 

upaya untuk menerapkan prisip keadilan dalam demokrasi dengan 

menyediakan akses yang luas melalui pendampingan dan konsultasi usaha 

dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Wawancara dengan Pak Gotro Raharjo, S S.i, beliau 

Menyampaikan : 

“Kalau dari dana desa itu kan banyak yang kita susun (program 

kalurahan), salah satunya soal program  UMKM rata-rata 

perwakilan dari UMKM di desa itu semua di panggil memenuhi 

quorumnya, kalau umkm sendiri itu dari BUM Desa, kita ada 

penyertaan modal, bagi hasil dan sebagainya. Yang jelas untuk 

binaan itu berkelanjutann, misalnya ada anggaran dari Desa 

Preneur setiap tahun kita fasilitasi yang di kembangkan sesuai 

arahan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kalau kita benar-benar 

kerja di bawah, dari sisi keadilan sendiri distribusi bantuan itu pasti 

banyak kendala disini butuh yang namanya sentuhan-sentuhan 

yang memang di UMKM itu gak bisa berdiri sendiri. Keadilan, 

rata-rata bantuan itu tidak bisa adil atau tidak, tapi istilahnya 

bagaimana kegiatan itu diprioritaskan, untuk usaha-usaha kecil kita 

jadikan satu itu kita ada wadahnya POLSRI ( Pusat Oleh-oleh 

Sriharjo), trus kalau yang agak besar memang rata-rata kita 

promosi kita istilahnya membantu marketing untuk pesanan atau 

order dan sebagainya kemungkinan ada pameran kita juga 

memperkenalkan disana”. (wawancara  15 juli 2024) 
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Dari wawancara di atas peneliti melihat bahwa keadilan itu bukan 

tentang memberikan sumber daya secara merata, tetapi penting untuk 

mempertimbangkan bahwa keadilan itu bagaimana memberikan 

kesempatan yang sama utuk berkembang dari barbagai latar belakang atau 

jenis UMKM dan  pendekatan yang memperhatikan keunikan dari 

barbagai jenis UMKM yang ada. Dari pernyataan Gotro peneliti melihat 

bahwa keadilan butuh perhatian khusus. Distribusi keadilan menyesuaikan 

berdasarkan kebutuhan spesifk UMKM.  

Wawancara dengan Parjiyanti ( Pelaku UMKM) 

”Kita pasti pakai poling kalau ada apa-apa, tidak yang seperti 

otoriter, tidak ada  pokoknya. Semua dilibatkan tidak ada yang 

mengambil keputusan sendiri. Kalau kita UMKM aktif itu semua 

informasi atau batuan itu cepat kita dapat, kita mau buat surat ijin 

usahan atau PIRT itu cepat selesai, itu kalau kita tidak bermalas-

malasan”.(Wawancara 28 juni 2024) 

Peryataan tersebut mencerminkan prinsip keadilan di terapkan 

melalui partisipasi aktif, transparansi, tanggung jawab, dan penolakan 

terhadap otoritarianisme. Hal ini menunjukan bahwa semua pihak 

memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan 

manfaat dari pengembangan UMKM. 

Keterangan yang diberikan oleh Susanto 

“Kalurahan cukup adil kita atau saya itu pernah diudang untuk 

musyawarah ke kalurahan untuk membahas UMKM, dikasi 

pelatihan dan seterusnya itu saya lihat semua di undang”. 

(Wawancara 25 juni 2024) 

Dari pernyataan Sutanto, peneliti menilai bahwa Pemerintah 

Kalurahan berupaya untuk berlaku adil terhadap semua UMKM, dengan 
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melibatkan atau mengundang dalam forum musyawarah untuk membahan 

persoalan yang dihadapi UMKM. Selain itu, dengan adanya pelatihan 

diharapkan UMKM dapat berkembang dan mendapatkan kesempatan yang 

sama dalam mengakses pelatihan ataupun program yang diberikan oleh 

Pemerinyah Kalurahan 

Pengalaman yang didapat oleh Pak Damsikin selaku Pelaku 

UMKM beliau dalam wawancaranya menyampaikan bahwa. 

“program dari Pemerintah Kalurahan itu banyak, namun turun 

sampai ke bawah hampir maksimal itu 20 sampai 30%, yang 

terealisasi sampai ke bawah seperti penataan, apa itu karena 

terhambat di atas atau yang dibawah kurang mendorong, saya itu 

dari 2017 sampai sekarang 2024 belum tersentuh sama sekali, 

mungkin yang gak tau, khususnya saya belum kesentuh, 

( Wawancara 18 juli 2024) 

Damsikin dalam keterangannya beliau mengungkapkan 

pengalaman yang kurang memuaskan, sepengalaman beliau bahwa 

program ataupun bantuan cenderung tidak efektif dalam mencapai UMKM 

tingkat bawah. Hanya sebagian kecil yang bisa mencapai target dia merasa 

belum merasakan manfaat langsung dari program-program tersebut selama 

bertahun-tahun. Hal ini mencerminkan dalam distribusi atau implementasi 

program ataupun bantuan dari Kalurahan, masih ada pelaku UMKM 

seperti dia yang tidak  terlayani dengan baik. 

Jika dilihat dari perspektif keadilan peneliti berkesimpulan bahwa 

meskipun ada upaya dari pemeritah kalurahan untuk melibatkan seluruh 

pelaku UMKM dalam seluruh proses pembuatan kebijakan ataupun 

program, impelemenatasi dari program maupun kebijakan masih memiliki 
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tantangan. Ada ketidakadilan dalam dalam disribusi manfaat dimana 

beberapa Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mungkin belum 

merasakan akses atau manfaat yang sama dengan pelaku UMKM lainnya, 

seperti yang dirasakan oleh Pak Damsikin. Oleh karena itu, walaupun ada 

upaya untuk adil, tantangan utama adalah bagaimana mewujudkan 

distribusi yang merata dan efektif dari bantuan dan program kalurahan 

kepada semua pelaku UMKM. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Dari analisis yang di lakukan, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa Impelementasi Asas Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM di 

Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

1. Partisipasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM. Dari 

analisis yang sudah dilakukan peneliti berkesimpulan bahwa adanya 

komitmen dari pemerintah kalurahan terhadap prinsip partisipasi dalam 

pengembangan UMKM. hal ini terlihat dari komitmen Pemerintah 

Kalurahan dalam melibatkan berbagai pihak termasuk pelaku UMKM, 

serta mengakomodasi kebutuhan para pelaku UMKM.  Selain itu, 

Pemerintah Kalurahan juga terlibat aktif dalam melibatkan UMKM 

melalui forum-forum, grub komunikasi seperti whasapp dan 

musyawarah.  

2. Transparansi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan telah di 

terapkan cukup baik, tercermin dalam keterbukaaan informasi terkait 

proses pembuatan kebijakan pelaksanaan program dan pendanaan. 

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, 

terutama dalam hal pelaksanaan, tindak lanjut dari kebijakan atau 

program tersebut.  
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3. Pemerintah kalurahan mengahadapi tantangan serius dalam distribusi 

keadilan bagi pelaku UMKM. salah satu masalah utamanya adalah 

ketidakadilan dalam distribusi manfaat, di mana beberapa UMKM 

belum memperoleh akses atau manfaat yang setara dengan pelaku 

UMKM lainnya, Dengan demikan, meskipun terdapat upaya untuk 

menciptakan keadilan, tantangan utama terletak pada upaya 

mendistribusikan bantuan atau program kalurahan yang merata dan 

efektif kepada seluruh pelaku UMKM. 

B. Saran 

Dari hasil dan temuan  selama melakukan penelitian tentang 

bagaimana Impementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pengembangan 

UMKM di Klaurahan Sriharjo maka saran yang dapat peneliti berikan 

sebagai berikut : 

1. Agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penyaluran bantuan dan 

program, Pemerintah Kalurahan harus meningkatkan mekanisme 

komunikasi. Sehingga dalam penyampaian informasi dan distribusi 

bantuan atau program. Pemerintah kalurahan dapat memastikan bahwa 

setiap UMKM dari berbagai macam jenis mendapatkan perlakuan yang 

sama dan adil hal ini dapat membantu menghindar kesan bahwa hanya 

kelompok tertentu yang mendapatkan perhatian lebih sedangkan 

UMKM lainnya terpinggirkan. 

2. Penguatan Forum dan kepengurusan Usaha, Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) di setiap  padukuhan, mengingat ini sebagai 
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wadah penting untuk penyaluran informasi. Pemerintah Kalurahan 

lebih aktif dalam mendorong kepengurusan UMKM disetiap 

padukuhan untuk terlibat aktif dalam proses pengembangan UMKM. 
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Sumber Undang-Undang 

Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 tahun 2019, tentang pedoman kelembagaan 

urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten/koya dan kalurahan. 
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LAMPIRAN 

PANDUAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI ASAS DEMOKRASI DALAM PENGEMBANGAN 

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  

Di Kelurahan Sriharjo, Kapanewan Imogiri, Kabupaten, Bantul, DIY 

A. Identitas Narasumber 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Pedidikan  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

B. Daftar Pertanyaan 

Implementasi Asas Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM 

1. Daftar Pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan.  

a. Apa saja  yang dilakuakan kalurahan dalam mengelolah potensi 

dan pengembangan UMKM ? 

b. Apa saja yang dilakukan dalam menhadapi persoalan UMKM ? 

c. Bagimana relasi atara para pelaku UMKM dan Kalurahan ?  

d. Bagaimana kalurahan menciptakan keseimbangan bagi pelaku 

UMKM ? 

e. Bagaimana kalurahan menghadapi mekanisme pasar yang terjadi di 

UMKM ? 

2. Daftar pertanyaan untuk BamusKal 

a. Bagaimana peran BamusKal dalam pengembangan UMKM 

yangdilakukan oleh pemerintah kalurahan ? 

b. Bagaimana BamusKal melihat relasi para pelaku UMKM dan 

pemerintah Kalurahan ? 

c. Bagaimana BamuKal memastikan dalam Forum musyawarah 

semua bisa terlibat, dan memastikan di setiap proses pengambilan 

keputusan di lakukan secara terbuka ? 
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d. Bagaiman Bamuskal melihat Pengembangan yang dilakukan 

pemerintah kalurahan terhadap UMKM? 

e. Apakan BamusKal melakukan evaluasi yang berkaitan dengan 

pengembangan umkm ? bagaimana Prosesnya ? 

 

3. Daftar pertanyaan untk pelaku UMKM 

a. Apa saja yang dilakuakan kalurahan dalam mengelolah potensi dan  

pengembangan UMKM ? 

b. Sarana dan prasarana apa saja yang di buat oleh Kalurahan dalam 

pengembangan UMKM ? 

c. Bagimana relasi atara para pelaku UMKM dan Kalurahan ?  

d. Hal apa saja yang di lakukan kalurahan dalam mengatasi persoalan 

UMKM ? 

e. Apakah kebijakan atau program yang di keluarkan kalurahan 

mampuh menyetuh seluruh UMKM ? 
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LAMPIRAN 

Dokumentasi Wawancara 

 

Wawancara dengan Ibu Titik 

Istiyawatun Khasanah, S,I.P (Lurah 

Sriharjo) 28 juni 2024 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Tutik Nuryati 

(BAMUSKal) 27 juni 2024 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Deangan Ibu Parjiyanti 

(Pelaku UMKM) 28 juni 2024 
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Banner Iklan Produk Pak Damsikin 

(Pelaku UMKM) 

Foto di ambil 18 juli 2024 

Gedung POLSRI (Pusat Oleh-oleh 

Sriharjo)  

Foto di ambil 18 juli 2024 

Bebagai macam Produk UMKM yang di jual di POLSRI 
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Dokumentasi Pelatihan UMKM 16-18 juli 2024 oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY 

melalui Program Desa Preneur.  
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LAMPIRAN  

PANDUAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI ASAS DEMOKRASI DALAM PENGEMBANGAN USAHA 

MIKRO KECIL DAN MENENGAH  

Di Kelurahan Sriharjo, Kapanewan Imogiri, Kabupaten, Bantul, DIY 

A. Identitas Narasumber 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Pedidikan  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

B. Daftar Pertanyaan 

Implementasi Asas Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM 

1. Daftar Pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan.  

a. Apa saja  yang dilakuakan kalurahan dalam mengelolah potensi dan 

pengembangan UMKM ? 

b. Apa saja yang dilakukan dalam menhadapi persoalan UMKM ? 

c. Bagimana relasi atara para pelaku UMKM dan Kalurahan ?  

d. Bagaimana kalurahan menciptakan keseimbangan bagi pelaku UMKM ? 

e. Bagaimana kalurahan menghadapi mekanisme pasar yang terjadi di UMKM 

? 

2. Daftar pertanyaan untuk BamusKal 

a. Bagaimana peran BamusKal dalam pengembangan UMKM yang 

dilakukan oleh pemerintah kalurahan ? 

b. Bagaimana BamusKal melihat relasi para pelaku UMKM dan pemerintah 

Kalurahan ? 

c. Bagaimana BamuKal memastikan dalam Forum musyawarah semua bisa 

terlibat, dan memastikan di setiap proses pengambilan keputusan di 

lakukan secara terbuka ? 

d. Bagaiman Bamuskal melihat Pengembangan yang dilakukan pemerintah 

kalurahan terhadap UMKM? 

e. Apakan BamusKal melakukan evaluasi yang berkaitan dengan 

pengembangan umkm ? bagaimana Prosesnya ? 

 



3. Daftar pertanyaan untk pelaku UMKM 

a. Apa saja yang dilakuakan kalurahan dalam mengelolah potensi dan  

pengembangan UMKM ? 

b. Sarana dan prasarana apa saja yang di buat oleh Kalurahan dalam 

pengembangan UMKM ? 

c. Bagimana relasi atara para pelaku UMKM dan Kalurahan ?  

d. Hal apa saja yang di lakukan kalurahan dalam mengatasi persoalan UMKM ? 

e. Apakah kebijakan atau program yang di keluarkan kalurahan mampuh 

menyetuh seluruh UMKM ? 

 



LAMPIRAN 

 

 

Wawancara dengan Ibu Titik Istiyawatun Khasanah, 

S,I.P (Lurah Sriharjo) 28 juni 2024 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Tutik Nuryati (BAMUSKal) 

27 juni 2024 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Deangan Ibu Parjiyanti 

(Pelaku UMKM) 28 juni 2024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Iklan Produk Pak Damsikin 

(Pelaku UMKM) 

Foto di ambil 18 juli 2024 

Gedung POLSRI (Pusat Oleh-oleh Sriharjo)  

Foto di ambil 18 juli 2024 

Bebagai macam Produk UMKM yang di jual di POLSRI 



Dokumentasi Pelatihan UMKM 16-18 juli 2024 oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui 

Program Desa Preneur.  
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